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Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi
karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu,
atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin,
Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu
mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu
memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi),
sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.
(Q.S An — Nisa’ : 135)*

*Al — Qosbah, Terjemahan Al — Qur’an Hafalan Hafazan 8 Blok Junior (Bandung: Al —
Qur’an Al — Qosbah, 2021), 108.



PERSEMBAHAN
2 AN i

Ucapan syukur Alhamdulillah senantiasa terucap kepada Allah SWT. atas
segala limpahan rahmat, hidayah serta keberkahan- Nya yang tak pernah terhenti
menyertai penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dari awal
hingga akhir. Tak lupa, sholawat dan salam penulis panjatkan dengan penuh
ketulusan kepada Nabi besar Muhammad SAW. panutan agung sekaligus teladan
sempurna bagi seluruh umat manusia, dengan sosok- Nya yang telah menjadi
ramatan il ‘alamin sekaligus pelopor ilmu pengetahuan sebagai penerang
peradaban sehingga menghantarkan umat dari kegelapan menuju cahaya ilmu dan

kemuliaan.

Karya tulis ini merupakan salah satu persembahan kecil penulis untuk
merefleksikan semangat Rasulullah SAW dalam menjadikan ilmu sebagai bagian
dari rahmat bagi segala umat manusia. Tanpa adanya keteladanan dan perjuangan
yang dikorbankan oleh beliau, dunia tidak akan mengenal keindahan Islam yang
mengintegrasikan ilmu dengan bercorakkan keimanan. Dengan penuh rasa
kerendahan hati, izinkan penulis untuk mempersembahkan karya sederhana ini

kepada :

1. Kepada dua Pilar kehidupan penulis, Cinta Pertamaku yakni Ayahanda
Sugiyono dan Pintu Syurgaku yakni Ibunda Sri Utami. Terimakasih yang tak
terhingga penulis ucapkan atas support do’a, pengorbanan ketulusan yang
telah beliau berikan sehigga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai

pada tahapan penyusunan skripsi ini.
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2. Kepada kakak perempuan saya, Erna Idayanti, yang tak lelah memberikan
arahan serta dukungan pada setiap langkah yang telah diambil oleh penulis;

3. Kepada Keluarga besar penulis yang telah turut mendo’akan kelancaran dalam
penyusunan skripsi ini.

4. Kepada guru — guru penulis, serta barokah do’a dari Murobbi Ruhina K.H
Ahmad Zakaria Al — Hafidz dan Ibu Nyai Hj.Qibtiatun Nurul Aini yang telah
membimbing penulis dalam memperoleh barokah ilmu qur’ani. Serta barokah
do’a Murabbi Ruhina K.H Abdullah Syamsul Arifin, M.H.I yang senantiasa
mengiringi pada setiap langkah penulis di jenjang perkuliahan ini.

5. Kepada penulis atas nama Rizka Tri Utami dengan NIM 211102040014
mahasiswi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Pidana Islam sebagai
bentuk apresiasi sebesar — besarnya karena sudah bertanggung jawab dan telah

berhasil menyelesaikan apa yang telah dimulai.
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KATA PENGANTAR

2 AN i
Puji syukur Alhamdulllah yang terus terucap kepada Allah SWT. atas
keberkahan yang selalu menyertai dan membersamai penulis sehingga penyusunan
skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik hingga akhir. Sholawat dan salam yang
tak lupa pula penulis panjatkan kepada Nabi agung Muhammad SAW, yang telah
menjadi teladan sempurna karena sosok-Nya sebagai ramatan lil ‘alamin serta
menjadi Pelopor Ilmu Pengetahuan yang menerangi peradaban manusia pada

zaman itu dengan kemuliaan ajaran yang disampaikan.

Sebuah pencapaian bagi penulis karena pada tahapan penyusunan skripsi ini
merupakan tahapan terakhir yang harus ditempuh oleh setiap Mahasiswa untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Pidana
Islam. Oleh karena itu, Skripsi yang telah disusun oleh penulis dengan judul
“Reformulasi Kedudukan Saksi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) Dalam
Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia”. Dengan segala kerendahan hati,
kesuksesan dalam penyususan skripsi ini penulis peroleh karena banyaknya
dukungan yang berasal dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan

menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam
Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis
sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmas Siddiq Jember.

2. Dr. Wildani Hefni M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam

Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai
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bagian dari lingkungan akademik yang penuh dedikasi dan komitmen dalam
pengembangan ilmu pengetahuan.

. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. Selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah
memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjadi bagian dari lingkungan
akademik yang kondusif dalam pengembangan ilmu hukum Islam.

. Bapak Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H selaku Koordinator Program Studi
Hukum Pidana Islam sekaligus dosen pembimbing yang telah berkenan
membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini
sebagai salah satu syarat pada program Strata-1 (S1) pada Program Studi
Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji
Achmad Siddiq Jember.

. Dr. Abdul Kholiq Syafa’at, M.A Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang
telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam perjalanan
akademiknya.

. Bapak Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H. salah satu dosen yang telah
berkenan memberikan waktunya dalam membimbing serta memberikan arahan,
masukan konstruktif, dan motivasi kepada penulis.

Segenap Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu, arahan, serta
inspirasi kepada penulis selama menjalani proses akademik.

. Kepada Rendi Kurniawan yang telah ikut serta membantu penulis dengan

support dan arahannya.
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kepenulisan skripsi ini dari awal hingga akhir.

Penulis menyadari dalam penyusunan proposal penelitian ini tidak luput
dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi

kesempurnaan dan perbaikan untuk kedepannya.

Jember, 28 Juni 2025
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ABSTRAK

Rizka Tri Utami, 2025: Reformulasi Kedudukan Saksi Pelapor Tindak Pidana
(Whistleblower) dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia
Kata Kunci: Reformulasi, Whistleblower, Pemberantasan Korupsi

Saksi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) merupakan suatu konsepsi
yang mengadopsi daripada SEMA Nomor 04 tahun 2011 akan tetapi peraturan
tersebut lebih berfokus pada proses hukum ketika Saksi Pelapor Tindak Pidana
(Whistleblower) dilaporkan balik oleh pihak terlapor sehingga masih belum ada
regulasi yang memberikan secara rinci mengenai mekanisme perlindungan hukum
yang jelas terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower).

Rumusan masalah yang menjadi perhatian dalam penelitian ini di antaranya
adalah: 1) Bagaimana kedudukan saksi pelapor tindak pidana (whistleblower)
dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini? 2) Bagaimana
reformulasi kedudukan saksi pelapor tindak pidana (whistleblower) dalam upaya
pemberantasan korupsi di Indonesia di masa akan datang?.

Aspek yang menjadi tujuan dari penelitian ini di antaranya adalah: 1) Untuk
mendeskripsikan kedudukan saksi pelapor tindak pidana (whistleblower) dalam
upaya pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini. 2) Untuk mendeskripsikan
reformulasi kedudukan saksi pelapor tindak pidana (whistleblower) dalam upaya
pemberantasan korupsi di Indonesia di masa akan datang.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan
perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual
approach), serta teknik pengumpulan data berupa Studi Pustaka (bibliography
study) dan menggunakan metode analisis yang bersifat deskriptif kualitatif untuk
mengolah bahan-bahan hukum yang telah diperoleh.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 1) Kedudukan
Saksi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) memang telah ditegaskan di beberapa
regulasi seperti dalam Pasal 10 UU Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 31
Tahun 2014 jo Angka 6 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011.
Akan tetapi perlindungan yang ditegaskan dalam peraturan tersebut belum secara
keseluruhan memberikan perlindungan yang maksimal. Karena beberapa regulasi
yang mengatur terkait dengan kedudukan Saksi Pelapor Tindak Pidana
(Whistleblower) bentuk perlindungan yang diberikan umumnya hanya mencakup
fase proses hukum, yakni selama penyelidikan, penyidikan, dan persidangan
berlangsung. 2) Adapun reformulasi yang perlu dilakukan mengenai bentuk
perlindungan pasca peradilan terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana
(Whistleblower) diantaranya : Perluasan masa perlindungan hingga pasca
persidangan, Pemantauan risiko terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana
(Whistleblower) dalam jangka panjang; Lembaga terkait diberikan mandat untuk
menyediakan layanan psikologis, konseling, dan pendampingan mental terhadap
Saksi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan keluarganya; Ditetapkannya
standar layanan pemulihan secara nasional dalam bentuk regulasi teknis.;
Perlindungan terhadap hak ekonomi dan pekerjaan sehingga menjamin keamanan
kerja dan kebutuhan ekonomi pelapor; Perlindungan Terhadap Keluarga Saksi
Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dari ancaman lanjutan.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara hukum memiliki karakteristik dan prinsip-
prinsip yang mendasari sistem hukum dan tata kelola pemerintahan.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945,
menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum yang menjunjung tinggi
supremasi hukum, di mana semua tindakan pemerintah dan warga Negara harus
berlandaskan pada hukum yang berlaku.! Menurut Gustav Radbruch yang
dikutip oleh Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis dalam bukumnya
menegaskan bahwa hukum adalah serangkaian aturan umum yang secara

2 Aturan-

kompleks dirancang untuk mengatur kehidupan bersama manusia.
aturan ini dibuat dengan tujuan akhir untuk mencapai keadilan atau memberikan
manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, hukum tidak hanya bertujuan
untuk mengatur perilaku manusia, akan tetapi juga bertujuan untuk memastikan
bahwa keadilan ditegakkan dan kesejahteraan masyarakat terjamin dengan
berlandaskan pada teori tujuan hukum yakni keadilan, kebermanfaatan dan
kepastian hukum.

Indonesia sebagai Negara hukum tentunya terdapat peraturan

perundang— undangan yang dirumuskan dan ditetapkan oleh pemerintah

! Tim Redaksi EMC, Referensi Resmi UUD 1945 & Perubahannya (Yogyakarta: Penerbit
EMC, 2020), 101.

2 Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, Pengantar Ilmu Hukum (Depok: PT. Raja
Grafindo Persada, 2018), 13.



sebagai landasan hukum untuk menegakkan keadilan dan memberikan efek jera
bagi pelaku kejahatan. Kejahatan merupakan suatu tindakan atau perbuatan
yang bertentang dengan ketentuan hukum, yang mana seburuk — buruknya suatu
perbuatan yang dilakukan selama perbuatan tersebut tidak diatur dalam
perundang — undangan maka bukan disebut sebagai kejahatan.’ Konsep ini
menekankan pentingnya kerangka hukum dalam menentukan apa yang
dianggap sebagai kejahatan, terutama dalam kasus korupsi. Korupsi merupakan
salah satu bentuk kejahatan yang paling merusak tatanan sosial dan ekonomi
Negara. Korupsi berdasarkan analisis yuridis diartikan sebagai perbuatan yang
dilakukan oleh seseorang dan atau bersama — sama, beberapa orang secara
professional yang berkaitan dengan kewenangan atau jabatan dalam suatu
birokrasi pemerintah dan dapat merugikan departemen atau instansi terkait.*
Dalam hal ini korupsi dikategorikan sebagai extra ordinary crime sebab
dampak yang diakibatkan dari korupsi begitu luar biasa karena bukan hanya
Negara dan masyarakat saja yang menjadi korban, akan teteapi secara tidak
langsung juga merugikan keuangan Negara sehingga dalam penanganannya
membutuhkan upaya yang luar biasa pula atau extra ordinary measure. Upaya
dalam menangani korupsi berlandaskan pada asas lex specialis derogate lex
generali (ketentuan yang lebih khusus mengesampingkan ketentuan umum).

Maka dari itu tindak pidana korupsi dalam pemberantasannya diatur secara

3 A. S. Alam dan Amir llyas. Kriminologi Suatu Pengantar (Jakarta: Kencana, 2018), 30.

4 Syarif Firdaus, “Analisis Makna Korupsi Dalam Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum
Islam Menurut Mazhab Syafi’i,” diakses pada 21 Desember 2024, pukul 22.00 WIB, https://pa-
bengkayang.go.id/id/berita/arsip-artikel/526-analisis-makna-korupsi-dalam-hukum-positif-di-
indonesia-dan-hukum-islam-menurut-mazhab-syafi-i-oleh-muh-yusuf-s-



https://pa-bengkayang.go.id/id/berita/arsip-artikel/526-analisis-makna-korupsi-dalam-hukum-positif-di-indonesia-dan-hukum-islam-menurut-mazhab-syafi-i-oleh-muh-yusuf-s-
https://pa-bengkayang.go.id/id/berita/arsip-artikel/526-analisis-makna-korupsi-dalam-hukum-positif-di-indonesia-dan-hukum-islam-menurut-mazhab-syafi-i-oleh-muh-yusuf-s-
https://pa-bengkayang.go.id/id/berita/arsip-artikel/526-analisis-makna-korupsi-dalam-hukum-positif-di-indonesia-dan-hukum-islam-menurut-mazhab-syafi-i-oleh-muh-yusuf-s-

khusus sebagaimana tertuang dalam Undang — Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan Atas Undang — Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya disebut sebagai UU
Tipikor).

Korupsi merupakan bentuk tindak pidana yang subjek hukumnya
dikategorikan sebagai kejahatan krah putih atau white collar crime.> Dalam
konteks ini berkaitan dengan adanya perlakuan menyimpang yang berasal dari
beberapa oknum aparatur pemerintah atas kewenangan pribadi yang
disalahgunakan. Penjelasan mengenai tindak pidana korupsi dapat dipahami
bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan secara terorganisir dengan subjek
hukum bukan dari kalangan biasa akan tetapi berasal dari kalangan ternama
bahkan bisa berasal dari Aparatur Sipil Negara. Namun dalam tatanan
praktiknya, tindak pidana korupsi pada masa kini telah menjadi masalah serius
yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat baik dari kalangan biasa maupun
kalangan berkelas. Dalam banyak kasus, korupsi tidak terbatas pada tingginya
tingkat pendidikan atau status sosial, dikarenakan siapa pun yang memiliki
akses dan kesempatan bisa terlibat dalam praktik ini. Di kalangan biasa, korupsi
sering muncul dalam bentuk-bentuk seperti pungutan liar, suap untuk
mendapatkan layanan publik yang seharusnya gratis, atau penyalahgunaan dana
bantuan. Sementara itu, di kalangan berkelas atau pejabat tinggi, korupsi bisa

lebih terstruktur dan sistematis, melibatkan skema-skema rumit untuk

37.

5 Andi Samsu Alam dan Amir Ilyas, Kriminologi Suatu Pengantar (Jakarta: Kencana, 2018),



menggelapkan dana publik, menyalahgunakan kekuasaan, atau memanipulasi

proyek-proyek besar untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Situasi ini

memperlihatkan bahwa korupsi adalah penyakit sosial yang tidak memandang

status atau kelas, tetapi lebih kepada moralitas individu dan kurangnya

integritas dalam menjalankan tanggung jawab.

Menurut keterangan yang diberikan oleh Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) menyebutkan bahwa Negara mengalami kerugian akibat dari

tindak pidana korupsi sehingga telah tercatat kerugian senilai Rp. 5,2 triliun dari

capaian awal tahun hingga bulan Juni 2024.¢ Data Indonesia Coruption Watch

(ICW) menambahkan bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir terdapat

peningkatan kasus korupsi dengan rincian’ :

1.

2.

Tahun 2019 tercatat 271 kasus dengan 580 tersangka.
Tahun 2020 tercatat 444 kasus dengan 875 tersangka.
Tahun 2021 tercatat 533 kasus dengan 1.173 tersangka.
Tahun 2022 tercatat 579 kasus dengan 1.396 tersangka.

Tahun 2023 tercatat 791 kasus dengan 1.695 tersangka.

Upaya yang dilakukan dalam menangani tindak pidana korupsi di

Indonesia sangat beragam dan terintegrasi melibatkan berbagai lintas sektoral

atau instansi terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian

Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, serta Sistem Pengawas

¢ Ajeng Dwita Ayuningtyas, “Ganti Rugi Akibat Korupsi Rendah, Koruptor Indonesia Malah
Untung,” diakses pada tanggal 21 Desember 2024, pukul 22.4 WIB,https://goodstats.id/article/ini-
dia-sebagian-hak-Negara-yang-di-korupsi-u8CoG

7 Dicky Anandya dan Kurnia Ramadhana, Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun
2023 (Jakarta Selatan: Indonesia Corruption Watch, 2024), 10.


https://goodstats.id/article/ini-dia-sebagian-hak-negara-yang-di-korupsi-u8CoG
https://goodstats.id/article/ini-dia-sebagian-hak-negara-yang-di-korupsi-u8CoG

Internal di berbagai Lembaga Pemerintahan.® Di luar ranah hukum, terdapat
juga inisiatif dari masyarakat sipil seperti LSM anti-korupsi yang melakukan
advokasi, monitoring, dan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran
akan bahaya korupsi. Dalam tatanan praktis, salah satu upaya nyata dalam
pemberantasan korupsi dilakukan melalui adanya konsepsi whistleblower (saksi
pelapor tindak pidana) dan justice collaborator (saksi pelaku yang
bekerjasama). Istilah whistleblower dan justice collaborator diadopsi dari Surat
Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011, yang mengatur
tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (whistleblower) dan saksi pelaku
yang bekerja sama (justice collaborator) dalam penanganan kasus-kasus tindak
pidana tertentu. Kasus-kasus yang dimaksud dalam SEMA ini mencakup
berbagai tindak pidana berat seperti korupsi, terorisme, tindak pidana narkotika,
tindak pidana pencucian uang, perdagangan manusia, dan tindak pidana
terorganisasi lainnya.’

Istilah saksi pelapor tindak pidana (whistleblower) oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) diartikan sebagai seseorang atau individu yang
melaporkan dan memiliki akses informasi yang memadai dari suatu tindak
pidana yang terjadi dan diketahui berindikasi korupsi di dalam instansi tempat

dia bekerja.!? Jika dikaitkan dengan tindak pidana korupsi pada Pasal 1 Angka

8 Nurannisa Salsadila, Ayu Efritadewi dan Heni Widiyani, “Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi di Indonesia: Masalah dan Solusinya,” Indonesian Journal of Law and Justice , Vol. 1, No.
2,(2023): 6-9.

® Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor
Tindak Pidana (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasam (Justice Collaborators) Di
Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

10 Julpandi, Muhammad Hatta dan Hamdani, “Jurnal Kedudukan Whistleblower Pada Tindak
Pidana Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana,” CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora
Volume 2, Issue 2, (2024): 497-498.



4 Undang -Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Nomor 13
Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Selanjutnya disebut
sebagai UU Perlindungan Saksi dan Korban), menyatakan bahwasanya
pendefinisian Pelapor sebagai orang yang memberikan laporan, informasi, atau
keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang,
atau telah terjadi.!!

Perlindungan dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai beberapa upaya
yang digunakan untuk memastikan pemenuhan hak-hak dan pemberian bantuan
dengan tujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan korban kejahatan. Akan
tetapi perlindungan tersebut belum diterapkan secara maksimal kepada saksi
pelapor tindak pidana (whistleblower) dikarenakan belum adanya undang —
undang yang mengatur secara spesifik terkait perlindungan seperti apa yang
seharusnya diperoleh. Mengacu pada UU Perlindungan Saksi dan Korban yang
mana hingga saat ini fungsi perlindungan terhadap saksi pelapor tindak pidana
(whistleblower) tindak pidana korupsi tetap diakomodasi oleh Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), terlepas dari belum diaturnya
perlindungan secara komprehensif dalam Undang-undang Perlindungan Saksi
dan Korban yang menjadi dasar pembentukan lembaga tersebut sebagai

penyempurnaan dalam pengaturan tetap diperlukan. '

"' Ahmad Ali Fikri Salim, “Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Tindak Pidana
Korupsi: Studi Perbandingan Pengaturan Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat Dan Afrika
Selatan,” (Skripsi, Universitas Andalas Padang, 2024), 9.

12 Krisna Riandru , “Perlindungan Hukum Terhadap (Whistle-Blower) Tindak Pidana
Korupsi,” (Skripsi, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2022), 20 — 24.



Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011
diterbitkan guna memperkuat terkait penjelasan yang ada dalam Pasal 10 UU
Perlindungan Saksi dan Korban, sehingga dalam penerapannya terdapat
regulasi yang mengatur terkait perlindungan hukum bagi mereka yang
melaporkan tindak pidana dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum
dalam proses pengungkapan dan penegakan hukum.!* Namun pada hakikatnya
masih belum cukup untuk memberikan perlindungan atau jaminan rasa aman
kepada para saksi pelapor tindak pidana (whistleblower). Hal ini disebabkan
oleh sifat SEMA yang pada dasarnya tidak mengikat secara umum dan hanya
berlaku secara internal. Oleh karena itu, SEMA dianggap sebagai peraturan
kebijakan yang berfungsi sebagai pedoman bagi para hakim di bawah yurisdiksi
Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi kepemimpinan dan
pengawasannya sesuai dengan Pasal 32 Ayat (4) Undang - Undang Mahkamah
Agung.'*

Reformulasi. = terhadap — kebijakan saksi pelapor tindak pidana
(whistleblower) dalam rangka menangani tindak pidana korupsi di Indonesia
penting dilakukan dengan melibatkan beberapa langkah yang dirancang untuk
mendorong pelaporan kasus tindak pidana korupsi yang lebih efektif dan aman.
Kebijakan ini secara tersirat memberikan jaminan terhadap kerahasiaan

identitas saksi pelapor tindak pidana (whistleblower) dan memberikan

13 Raihan Andika Santoso, Elan Jaelani dan Utang Rosidin, “Kedudukan dan Kekuatan Hukum
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Indonesia”, Deposisi: Jurnal
Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1, No. 4, (Desember 2023): 13-15.

14 Raihan Andika Santoso, Elan Jaelani dan Utang Rosidin, “Kedudukan dan Kekuatan Hukum
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Indonesia”, Deposisi: Jurnal
Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1, No. 4, (Desember 2023): 14.



perlindungan fisik serta hukum terhadap potensi represalia.'”” Kebijakan
tersebut perlu diperkuat dengan mengingat secara tidak langsung terdapat
beberapa kemungkinan bahwa pelanggaran atau tindakan yang merugikan hak-
hak mereka bisa terjadi di masa mendatang sehingga dalam hal ini, dengan
terbatasnya peraturan mengenai keberadaan saksi pelapor tindak pidana
(whistleblower) diperlukan regulasi khusus yang digunakan sebagai
perlindungan hukum dalam tindak pidana tertentu berdasarkan pada Surat
Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011. Maka hal itu
memerlukan reformulasi terkait keberadaan dengan memposisikan seseorang
dapat dikatakan dan ditempatkan sebagai saksi pelapor tindak pidana
(whistleblower) dengan tetap memberikan kebijakan perlindungan hukum
secara spesifik dalam tindak pidana korupsi. Dengan demikian menjadikan
penulis tertarik mengulik lebih dalam permasalahan tersebut secara spesifik
dalam penulisan skripsi dengan judul Reformulasi Kedudukan Saksi Pelapor
Tindak Pidana (Whistleblower) Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Di

Indonesia.

B. Fokus Penelitian
Berdasarkan argumentasi yang telah dipaparkan dalam latar belakang
diatas, maka peneliti dapat merumuskan fokus penelitian sebagai berikut :
1. Bagaimana kedudukan saksi pelapor tindak pidana (whistleblower) dalam

upaya pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini?

15 Represalia merupakan istilah yang berasal dari bahasa Spanyol yang dapat diartiakan sebagai
tindakan pembalasan atau sanksi.
https://tradukka.com/dictionary/es/id/represalia/10359702?hl=id&amp=1.



https://tradukka.com/dictionary/es/id/represalia/10359702?hl=id&amp=1

2. Bagaimana reformulasi kedudukan saksi pelapor tindak  pidana
(whistleblower) dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia di masa

akan datang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan kedudukan saksi pelapor tindak  pidana
(whistleblower) dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini.
2. Untuk mendeskripsikan reformulasi kedudukan saksi pelapor tindak
pidana (whistleblower) dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia

di masa akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut,
di antaranya :

1. Aspek Teoritis
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam
meningkatan pemahaman pembaca tentang pentingnya peran saksi
pelapor tindak pidana (whistleblower) dalam sistem hukum dan
pemberantasan tindak pidana  korupsi, sehingga mendorong
masyarakat untuk lebih berani dalam melaporkan tindak pidana
korupsi sebagai upaya untuk menanggulangi tindakan pidana tersebut.
b. Pengembangan teori hukum dengan menawarkan reformulasi
mengenai peran serta perlindungan saksi pelapor tindak pidana dengan

memberikan landasan sebagai dasar bagi peningkatan regulasi hukum
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yang lebih komprehensif dan kontekstual terkait perlindungan saksi
pelapor tindak pidana (whistleblower).
2. Aspek Praktis

a. Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan kepada Lembaga —
Lembaga terkait dapat menggunakan hasil penelitian tersebut untuk
menyusun dan memperbaiki regulasi yang lebih efektif dalam
melindungi saksi pelapor tindak pidana (whistleblower) dan
memberantas korupsi serta sebagai pedoman dalam menerapkan
perlindungan yang lebih baik dan memastikan saksi pelapor merasa
aman.

b. Bahwasanya dengan penelitian ini, dapat meningkatkan kesadaran dan
pemahaman bagi masyarakat umum terkait dengan pentingnya peran
saksi pelapor tindak pidana (whistleblower) dalam memberantas
korupsi serta memberikan dorongan untuk berpartisipasi aktif dalam
upaya ini.

c.. Bahwasanya dengan penelitian ini, dapat dijadikan sebagai referensi
untuk penelitian lanjutan yang berfokus pada penguatan sistem hukum

dan perlindungan saksi pelapor tindak pidana.

E. Definisi Istilah
a. Reformulasi
Istilah reformulasi berakar dari kata formulasi, yang memiliki arti
merumuskan atau menyusun dalam bentuk yang tepat dan terstruktur.

Memformulasi berarti menyusun atau merumuskan sesuatu dengan cermat.
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Dengan penambahan awalan re- , kata reformulasi mendapatkan makna
tambahan yaitu melakukan penyusunan atau perumusan ulang secara tepat
dan benar. ' Ditinjau dari konteks hukum, reformulasi dapat merujuk pada
penyusunan ulang undang-undang atau peraturan untuk memperjelas
maksud dan tujuan, serta memastikan bahwa ketentuan tersebut relevan dan
dapat diterapkan dengan efektif.!”
b. Kedudukan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kedudukan
diartikan sebagai status, yang mencerminkan posisi atau keadaan seseorang
dalam kaitannya dengan masyarakat sekitarnya.'® Kedudukan, dalam
konteks hukum atau sosial, merujuk pada posisi atau status yang dimiliki
oleh seseorang atau suatu entitas dalam struktur tertentu. Kedudukan ini
bisa mencakup hak, kewajiban, tanggung jawab, dan peranan yang diakui

1. Misalnya, dalam konteks hukum pidana,

secara legal atau sosia
kedudukan seseorang sebagai tersangka, terdakwa, atau korban sangat

mempengaruhi hak dan kewajiban yang dimilikinya selama proses hukum

berlangsung. Seorang tersangka memiliki hak untuk mendapatkan bantuan

16 Pauzi Muhammad dan Muannif Ridwan, “Reformulasi Fiqih Kontemporer dalam Perspektif
Fazlur Rahman,” Studi Multidisipliner Volume 8, Edisi 2, (2021): 165 — 166.

7 Dinda Nurani, I Nyoman Nurjaya dan Mufatikhul Farikhah, “Reformulasi Pengaturan
Tindak Pidana Pemaksaan Oleh Penyidik Selama Proses Penyidikan,” Brawijaya Law Student
Journal, (Juli 2021).

18 “pengertian Kedudukan,” Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses pada
tanggal 22 Desember 2024, pukul 12.00 WIB, https://kbbi.web.id/kedudukan

19 Nafiatul Munawaroh, Mengenal Apa Itu Legal Standing dan Contohnya, diakses pada
tanggal 12 Desember 2024, pukul 14.00 WIB, https://www.hukumonline.com/klinik/a/legal-
standing-adalah-1t58 1fe58c6¢c3ea/



https://kbbi.web.id/kedudukan
https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/nafiatul-munawaroh--sh--mh-lt627b7907691c3/
https://www.hukumonline.com/klinik/a/legal-standing-adalah-lt581fe58c6c3ea/
https://www.hukumonline.com/klinik/a/legal-standing-adalah-lt581fe58c6c3ea/

12

hukum, sementara seorang korban memiliki hak untuk mendapatkan
perlindungan dan restitusi.?°
c. Saksi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower)

Istilah whistleblower berasal dari Bahasa Inggris yang berarti
peniup peluit. Selain itu whistleblower dianalogikan sebagai seorang wasit
dalam pertandingan olahraga sepak bola ketika terjadi suatu pelanggaran.
Dengan demikian, whistleblower dalam dua konotasi diatas yakni peniup
peluit dan wasit didefinisikan sebagai seorang pengungkap fakta atau pun
rahasia atas terjadinya suatu pelanggaran dengan meniup peluit yang
digunakan sebagai simbol peringatan.?! Di Indonesia Saksi pelapor tindak
pidana (whistleblower) diartikan sebagai pemukul kentongan yang
merupakan aparat keamanan tradisional pada saat mengamankan keadaan
setempat untuk mengintruksikan ketika terjadi tindak kejahatan.?
Sedangkan dalam konteks hukum didefinisikan sebagai individu yang
melaporkan atau mengungkapkan adanya tindakan melanggar hukum,
etika, atau peraturan yang terjadi di dalam suatu organisasi, institusi, atau

pemerintahan. 2> Whistleblower biasanya memiliki informasi dari dalam

20 Aris Prio Agus Santoso et al., Hukum Acara Pidana (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2023),
54 — 60.

21 Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto dan Sudaryanto, Perlindungan Hukum Terhadap
Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime,
(Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2013),
10-12.

22 Zulkifli Ismail, Perlindungan Hukum 2 Bagi Whistleblower dalam Perkara Pidana (Malang:
PT. Literasi Nusantara Abadi Group, 2024), 12 -14.

2 Yadi dan Teddy Lesmana, “Perlindungan Hukum terhadap Saksi Pelapor (Whistleblower)
Tindak Pidana Korupsi di Indonesia,” Civilia : Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan
KewargaNegaraan Vol. 1, Nomor 1, (Maret 2022). http://jurnal.anfa.co.id



http://jurnal.anfa.co.id/
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yang belum diketahui oleh publik atau pihak berwenang dan memilih untuk
melaporkannya demi kepentingan umum.
d. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian kegiatan
untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui
upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan,
penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta

masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.®*

F. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan adalah kerangka isi atau outline yang mengatur
pembahasan ke dalam bab-bab dan subb-ab sesuai dengan permasalahannya.
Sistematika pembahasan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut % :

Bab I : Pendahuluan, Bab ini memuat beberapa penjelasan yang berkaitan
dengan latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian,
manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab 11 : Kajian pustaka, Bab ini memuat penjelasan mengenai penelitian

terdahulu, dan kajian teori yang digunakan guna berlangsungnya

penelitian ini. Bab ini merupakan pisau analisis peneliti dalam

24 Undang — Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang — Undang
Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409,
Pasall angka 4.

% Tim Penyusun UIN KHAS Jember. Pedoman Karya Ilmiah Tahun 2024. (Jember: UIN Kiai
Haji Achmad Siddiq Jember, 2024).



Bab III

Bab IV

Bab V

14

menguraikan bahan-bahan hukum yang didapat sehingga dapat
hasilnya dapat digunakan sebagai penjelas dalam menyimpulkan

pembahasan peneliti.

: Metode Penelitian, Bab ini menyuguhkan berupa jenis penelitian

yang digunakan, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum,
teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan tahap-tahap
penelitian. Pada kajian ini merupakan beberapa metode yang
digunakan oleh peneliti sebagai penunjuk arah dalam
terlaksananya penelitian ini sehingga hasil dari penelitian ini dapat

dipertanggungjawabkan.

: Hasil penelitian, Bab ini menyuguhkan mengenai hasil kedudukan

saksi pelapor tindak pidana (whistleblower) dalam upaya
pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini dan reformulasi
kedudukan saksi pelapor tindak pidana (whistleblower) dalam

upaya pemberantasan korupsi di Indonesia di masa akan datang.

: Kesimpulan dan Saran, Bab ini memuat penjelasan dengan

menyimpulkan hasil penelitian serta rekomendasi ataupun saran-

saran yang diberikan.



BABII

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah kajian terhadap studi atau riset yang telah
dilakukan sebelumnya yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang
diteliti. Tujuannya adalah untuk memahami konteks dan latar belakang dari
topik penelitian, mengidentifikasi kesenjangan atau aspek yang belum cukup
dianalisis, mengevaluasi metodologi yang digunakan, dan membandingkan
temuan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilakukan.
Dengan demikian dalam kajian pustaka ini terdapat beberapa hasil penelitian
terdahulu yang dicantumkan oleh peneliti, di antaranya :

a. Rahmi Fauziah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Medan 2022, dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi
Whistleblower Dalam Perkara Pidana (Analisis Hukum Pidana
Islam dan Undang Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Saksi dan Korban).”*

Penelitian dilakukan dengan mengangkat isu mengenai upaya
yang dilakukan guna memberikan perlindungan hukum terhadap
whistleblower dalam perkara pidana, yang mana dalam hal ini

berdasarkan pada perspektif hukum pidana maupun hukum pidana

26 Rahmi Fauziah, “Perlindungan Hukum Bagi Whistleblower Dalam Perkara Pidana (Analisis
Hukum Pidana Islam dan Undang Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan
Korban),” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2022).

15
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islam. Yang mana dalam penelitian ini dijelaskan bahwa ketika
whistleblower dalam mengungkap praktik — praktik yang dirasa tidak
relevan dengan perundang — undangan yang ada, sering kali
mendapati ancaman dari pelaku. Kemudian fokus permasalahan
dalam penelitian ini adalah mengenai ketentuan hukum bagi
whistleblower di Indonesia yang dilihat dari perspektif hukum pidana
dan hukum pidana islam, serta proses yang dilakukan dalam
perlindungan bagi whistleblower dalam Undang-Undang No. 31
Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Penelitian ini
menggunakan metode berupa yuridis — normatif dengan
menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dan
jenis teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah
analisis kualitatif.

Dengan dilakukannya penelitian ini menunjukkan hasil
bahwa seorang Whistleblower bisa diartikan sebagai saksi yang
melaporkan suatu tindak kejahatan yang mana. ketentuan mengenai
Whistleblower diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014
tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dengan perlindungan
tersebut dijalankan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
(LPSK). Dan dalam kajian mengenai Whistleblower berdasarkan
perspektif Hukum Pidana Islam menjelaskan bahwa memposisikan

kedudukan Whistleblower sebagai seorang saksi.
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b. Krisna Riandru, Universitas Lampung Bandar Lampung 2022,
dengan judul “Perlindungan Hukum Pelapor (Whistleblower)
Tindak Pidana Korupsi.”*’

Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada isu hukum
mengenai peningkatan tindak pidana korupsi dari tahun ke tahun.
Dalam hal ini memerlukan peran publik dalam keikutsertaan dalam
memberantas tindak pidana korupsi, akan tetapi ketiadaan
perlindungan yang memadai ketika masyarakat aktif melaporkan
kasus korupsi. Maka dari itu diperlukan kejelasan dalam regulasi
hukum yang diberikan kepada saksi pelapor dalam tindak pidana
korupsi. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai
jenis perlindungan hukum yang diberikan kepada pelapor tindak
pidana korupsi dan faktor penghambat dari adanya perlindungan
hukum tersebut.

Penelitian in1 menggunakan metode berupa yurisprudensi
normatif - dan pendekatan 'hukum empiris dengan melakukan
penentuan narasumber = yang ditentukan, berdasarkan pada
pemahaman dan keikutsertaan dalam peristiwa. Dengan
menggunakan analisis data berupa analisis kualitatif. Penelitian ini
memberikan hasil bahwa belum adanya regulasi hukum yang secara

khusus mengatur terkait dengan pelapor atau whistleblower, akan

27 Krisna Riandru, “Perlindungan Hukum Pelapor (Whistleblower) Tindak Pidana Korupsi,”
(Skripsi, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2022).
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tetapi terdapat ketentuan yang mana terdapat perlindungan terkait
dengan pelapor atau whistleblower yakni diatur dalam Undang —
Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan belum teridentifikasi secara jelas
mengenai whistleblower dan justice collaborator yang menjadi salah
satu faktor penghambat adanya perlindungan hukum terhadap
pelapor tindak pidana.
c¢. Daniel, Universitas Batanghari 2023, dengan judul
“Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana
Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi. 8
Penelitian dilakukan dengan mengangkat isu mengenai upaya
yang dilakukan dalam mengungkap tindak pidana narkotika yang
sifatnya terorganisir. Maka dalam hal ini Kepolisian Resor Kota
Jambi melakukan kerjasama dengan masyarakat setempat sebagai
saksi pelapor guna mempermudah Kepolisian Resor Kota Jambi
dalam menindaklanjuti tindak pidana narkotika dalam melakukan
penyelidikan dan penyidikan. Dengan demikian fokus permasalahan
dalam penelitian ini mengenai perlindungan hukum terhadap saksi
pelapor tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resor
Kota Jambi dan kendala — kendala yang menjadi penghambat serta
upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala — kendala dalam

melakukan perlindungan hukum tersebut.

28 Daniel, “organized crime Terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana Narkotika di Wilayah
Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi,” (Skripsi, Universitas Batanghari, 2023).
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Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, sehingga
metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan
sosiologi hukum berdasarkan Undang — Undang Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika sebagai peraturan hukum yang akan dikaji
terlebih dahulu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wilayah
hukum Kepolisian Resor Kota Jambi memberikan beberapa bentuk
perlindungan hukum terhadap keamanan pribadi dari saksi pelapor.
Terdapat kendala yang menjadi penghambat dalam melakukan
perlindungan hukum terhadap saksi pelapor, salah satu di antaranya
yaitu kurangnya rasa kepedulian masyarakat terhadap lingkungan
sekitar, serta upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota
Jambi dalam mengatasi kendala — kendala tersebut salah satunya
dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

d. Putria Nida Iba, Universitas Nusa Cendana Kupang 2023,
dengan judul “Analisis Pengaturan Dan Urgensi Whistleblower
(Pelapor) Dan Justice Collaborator (Kolaborator Keadilan) Dalam
Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.”™

Penelitian  ini dilakukan berdasarkan pada isu hukum
mengenai kehadiran Peran Whistleblower dan Justice Collaborator
yang mana masih belum mendapatkan dukungan serta perlindungan

hukum guna berbagai kasus korupsi dengan beragam modus operandi

2% Putria Nida Iba, “Analisis Pengaturan Dan Urgensi Whistleblower (Pelapor) Dan Justice
Collaborator (Kolaborator Keadilan) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,”
(Skripsi, Universitas Nusa Cendana Kupang, 2023).
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dapat terungkap dan diungkapkan. Fokus permasalahan dalam
penelitian ini adalah bentuk perlindungan hukum serta kebijakan
pengaturan hukum dalam penetapan status bagi Whistleblower dan
Justice Collaborator dalam perkara tindak pidana korupsi di
Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis
penelitian normatif dengan mengumpulkan beberapa peraturan yang
kemudian dilakukan telaah untuk menemukan permasalahan yang
akan diteliti dengan menggunakan jenis pendekatan yuridis normatif.
Penelitian ini memberikan hasil yang menunjukkan bahwa masih
ditemukan kelemahan dan tumpang tindih regulasi pada praktik
perlindungan hukum serta belum ada peraturan yang secara khusus
dan kompleks mengatur tentang Whistleblower dan Justice
Collaborator dalam perkara tindak pidana korupsi.

e. Ahmad Ali Fikri Salim, Universitas Andalas Padang 2024,
dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower
Tindak Pidana Korupsi: Studi Perbandingan Pengaturan Antara
Indonesia Dengan Amerika Serikat Dan Afrika Selatan.””’

Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada latar belakang
dengan ditemukannya perbedaan pengaturan terhadap perlindungan

hukum kepada whistleblower dalam tindak pidana korupsi di

30 Ahmad Ali Fikri Salim, “Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Tindak Pidana
Korupsi: Studi Perbandingan Pengaturan Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat Dan Afrika
Selatan,” (Skripsi, Universitas Andalas Padang, 2024).
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Indonesia, Amerika Serikat dan Afrika Selatan. Dengan demikian
fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah perbandingan
peraturan dari ketiga Negara tersebut mengenai perlindungan hukum
terhadap whistleblower serta upaya yang dilakukan dalam
mengembangkan dan merumuskan konsep perlindungan hukum yang
optimal.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan
penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Kemudian dalam
penelitian ini menggunakan 2 pendekatan, di antaranya Pendekatan
Undang — Undang (Statute Aproach) dengan melalukan analisis dari
beberapa undang — undang yang telah dikumpulkan dan kemudian
menggunakan Pendekatan Perbandingan yang dilakukan guna
memberikan gambaran terkait dengan perbedaan dan persamaan
peraturan yang digunakan. Temuan dari penelitian ini
mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan pengaturan tentang
perlindungan hukum bagi whistleblower tindak pidana korupsi antara
Indonesia dengan Amerika Serikat dan Afrika Selatan dapat dilihat
dari adanya dasar hukum yang khusus mengatur perlindungan bagi
whistleblower di Amerika Serikat dan Afrika Selatan. Langkah-
langkah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi whistleblower
dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dapat ditempuh
melalui berbagai upaya salah satu di antaranya adalah penguatan

dasar hukum.



Tabel 2.1
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Perbandingan Peneliti Terdahulu Dengan Penelitian Penulis

No. Judul Penelitian Persamaan Perbedaan
Terdahulu Penelitian Penulis

1. | Perlindungan Hukum | Sama — sama | Penelitian terdahulu | Penelitian penulis
Bagi Whistleblower | membahas mengkaji terkait | mengkaji tentang
Dalam Perkara Pidana | terkait dengan | dengan bentuk | Reformulasi
(Analisis Hukum Pidana | perlindungan perlindungan hukum | kedudukan saksi
Islam  dan  Undang | saksi pelapor | bagi  whistleblower | pelapor tindak pidana
Undang No. 31 Tahun | tindak  pidana | yang terjadi dalam | (whistleblower) yang
2014 Tentang | (whistleblower). | tindak pidana dengan | di spesifikan dalam
Perlindungan Saksi dan berdasarkan pada | tindak pidana korupsi
Korban). perspektif ~ Hukum | di Indonesia sebagai

Pidana Islam dan | upaya pemberantasan.
Undang Undang No.

31 Tahun 2014

Tentang

Perlindungan  Saksi

dan Korban.

2. | Perlindungan Hukum | Sama — sama | Penelitian terdahulu | Penelitian penulis
Pelapor (Whistleblower) | membahas mengkaji mengenai | mengkaji tentang
Tindak Pidana Korupsi. | terkait dengan | jenis  perlindungan | Reformulasi

perlindungan hukum yang | kedudukan saksi
saksi  pelapor | diberikan kepada | pelapor tindak pidana
tindak  pidana | pelapor (whistleblower) yang
(whistleblower). | (Whistleblower) di spesifikan dalam

tindak pidana korupsi

tindak pidana korupsi
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No. Judul Penelitian Persamaan Perbedaan
Terdahulu Penelitian Penulis
dan faktor | di Indonesia sebagai
penghambat dari | upaya pemberantasan.
adanya perlindungan
hukum tersebut.

3. | Perlindungan Hukum | Sama - sama | Penelitian terdahulu | Penelitian penulis
Terhadap Saksi Pelapor | membahas mengkaji tentang | mengkaji tentang
Tindak Pidana Narkotika | terkait dengan | perlindungan hukum | Reformulasi
di  Wilayah  Hukum | perlindungan terhadap saksi | kedudukan saksi
Kepolisian Resort Kota | saksi  pelapor | pelapor tindak pidana | pelapor tindak pidana
Jambi. tindak  pidana | narkotika di wilayah | (whistleblower) yang

(whistleblower). | hukum  Kepolisian | di spesifikan dalam
Resor Kota Jambi | tindak pidana korupsi
dan  kendala  — | di Indonesia sebagai
kendala yang | upaya pemberantasan.
menjadi penghambat
serta upaya yang
dilakukan dalam
mengatasi kendala —
kendala dalam
melakukan
perlindungan hukum
tersebut.

4. | Analisis Pengaturan Dan | Sama — sama | Penelitian terdahulu | Penelitian penulis
Urgensi  Whistleblower | membahas mengkaji tentang | mengkaji tentang
(Pelapor) Dan Justice | terkait dengan | perlindungan hukum | Reformulasi
Collaborator perlindungan serta kebijakan | kedudukan saksi
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No. Judul Penelitian Persamaan Perbedaan
Terdahulu Penelitian Penulis
(Kolaborator Keadilan) | saksi pelapor | pengaturan  hukum | pelapor tindak pidana
Dalam Perkara Tindak | tindak  pidana | dalam penetapan | (whistleblower) yang
Pidana  Korupsi  Di | (whistleblower). | status bagi | di spesifikan dalam
Indonesia. Whistleblower  dan | tindak pidana korupsi
Justice Collaborator | di Indonesia sebagai
dalam perkara tindak | upaya pemberantasan.
pidana korupsi di
Indonesia.

5. | Perlindungan Hukum | Sama - sama | Penelitian terdahulu | Penelitian penulis
Terhadap Whistleblower | membahas mengkaji tentang | mengkaji tentang
Tindak Pidana Korupsi: | terkait dengan | perbandingan Reformulasi
Studi Perbandingan | perlindungan peraturan antara | kedudukan saksi
Pengaturan Antara | saksi  pelapor | Indonesia ~ dengan | pelapor tindak pidana
Indonesia Dengan | tindak  pidana | Amerika Serikat dan | (whistleblower) yang
Amerika Serikat Dan | (whistleblower). | Afrika Selatan | di spesifikan dalam
Afrika Selatan. mengenai tindak pidana korupsi

perlindungan hukum

terhadap

whistleblower  serta
upaya yang
dilakukan dalam

mengembangkan dan
merumuskan konsep
perlindungan hukum

yang optimal.

di Indonesia sebagai

upaya pemberantasan.
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B. Kajian Teori

1. Saksi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower)

Whistleblower di Indonesia dikenal sebagai pemukul kentongan.
Yang mana dapat diartikan sebagai kebiasaan masyarakat yang bertugas
menjadi aparat keamanan setempat dengan menggunakan alat tradisional
berupa kentongan guna mengintruksikan bahwa tindak kejahatan atau pun
bahaya telah terjadi.*! Sementara itu, Mardjono Reksodiputro menyebut

whistleblower sebagai pembocor rahasia atau pengadu.*?

Adapun
pembocor rahasia atau pengadu dalam hal ini disebut sebagai seseorang
atau individu yang menyampaikan suatu informasi rahasia yang berada di
lingkungan sekitar. Informasi rahasia yang dimaksudkan disini bisa berasal
dari berbagai lokasi serta informasi rahasia tersebut bisa berupa berbagai
jenis. Di Indonesia, informasi yang diharapkan untuk dibocorkan adalah
yang berkaitan dengan kegiatan ilegal, melanggar hukum, atau tidak sesuai
dengan norma yang ada. Si Pengadu ini adalah anggota dari organisasi yang
mana dalam hal ini dapat terlibat atau tidak terlibat dalam kegiatan yang

dibocorkan dengan mengambil risiko yang ditempuh atas dasar dari

perbuatannya tersebut.

31 Zulkifli Ismail, Perlindungan Hukum 2 Bagi Whistleblower dalam Perkara Pidana (Malang:
PT. Literasi Nusantara Abadi Group, 2024), 12.

32 Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto,Sudaryanto, Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower
dan Justice Collabolator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime, (Jakarta: Pusat
Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2013), 40.
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Menurut Roberta Ann Johnson, whistleblower memuat

definisi berikut :

There is an agreed-upon four parts definition of whistleblower.
Where four parts definition of whistleblower are. (Ada definisi yang
disepakati mengenai whistleblower yang terdiri dari empat bagian.

Empat bagian tersebut adalah) ** :

1) an individual acts with the intention of making
information public. (Individu bertindak dengan tujuan
untuk mengungkapkan informasi kepada publik),

2) the information is conveyed to parties outside the
organization who make it public and a part of public
record. (Informasi disampaikan kepada pihak di luar
organisasi yang kemudian mempublikasinya dan
menjadikannya bagian dari catatan publik),

3) the information has to do with possible or actual
nontrivial wrong doing in an organization. (Informasi
tersebut berkaitan dengan dugaan atau fakta tentang
pelanggaran serius dalam suatu organisasi),

4) the person exposing the agency is not a journalist or
ordinary citizen, but a member, or former member of
the organization. (Orang yang mengungkapkan
pelanggaran - bukanlah - jurnalis atau  warga Dbiasa,
melainkan anggota atau mantan anggota organisasi
tersebut).

Berdasarkan pendapat tersebut, terdapat empat hal yang menjadi bagian dari
whistleblower. Pertama, tindakan seseorang untuk memberikan informasi
kepada publik yang mana tindakan tersebut biasanya bertujuan untuk
meningkatkan transparansi, mengungkap kebenaran, atau memperingatkan

masyarakat tentang suatu hal yang penting. Ini bisa terjadi dalam berbagai

33 Roberta Ann Johnson, Whistleblowing: When it Works and Why, (Colorado: Lynne Rienner
Publisher, 2003), 3 - 4.
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konteks, seperti whistleblowing terhadap pelanggaran dalam suatu
organisasi. Kedua, informasi diberitahukan kepada pihak di luar organisasi
yang akan mempublikasikan informasi dan merupakan bagian dari berita
publik yang mana informasi tersebut disebarkan kepada masyarakat luas
melalui media atau platform yang dapat diakses oleh publik. Ketiga,
informasi berhubungan dengan kemungkinan atau kepastian penyimpangan
yang terjadi dalam sebuah organisasi. Informasi tersebut merujuk pada data,
laporan, atau bukti yang menunjukkan bahwa telah atau mungkin terjadi
pelanggaran aturan, kebijakan, atau prinsip etika dalam organisasi.
Keempat, seseorang di luar organisasi bukan wartawan atau anggota
masyarakat, tetapi anggota atau karyawan organisasi itu sendiri. Hal ini
dikarenakan seseorang ini memiliki akses langsung ke informasi internal,
mereka sering kali memiliki pemahaman mendalam tentang situasi yang
terjadi dan mungkin merasa memiliki tanggung jawab moral untuk
membongkar penyimpangan yang terjadi di dalam organisasi. Ini
merupakan karakteristik utama dari seorang whistleblower, yaitu seseorang
dari dalam organisasi yang berani mengungkap fakta-fakta penting ke
publik demi keadilan atau kepentingan bersama.

Klasifikasi whistleblower dalam mengungkap fakta terkait dugaan
tindak pidana tergantung pada cara informasi yang disampaikan kepada

pihak berwenang. Menurut pendapat Floriano C. Roa yang dikutip oleh
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Zulkifli Ismail dalam bukunya menjelaskan bahwa whistleblower dibagi
menjadi dua kategori, yaitu di antaranya* :

1) Internal whistleblowing (peniup peluit internal). Yang mana
dalam hal ini dapat dimaksudkan bahwa whistleblower jenis ini
pada pelaporannya disampaikan secara langsung kepada atasan
yang Dbertugas sebagai supervisor untuk selanjutnya
diinformasikan kepada manajemen ketika terjadi kesalahan atau
dugaan atas tindak pidana.

2) External whistleblowing (peniup peluit eksternal). Yang mana
whistleblower jenis ini dalam penyampaian pelaporannya
dilakukan diluar organisasi. Dapat dijelaskan bahwa ketika telah
atau sedang terjadi dugaan atas tindak pidana dalam suatu
organisasi, maka whistleblower jenis ini akan mengungkapkan
dengan cara menyampaikan di luar organisasi tersebut seperti
badan pengawas di luar organisasi atau lembaga swadaya
masyarakat.

Dengan demikian, uraian yang telah dipaparkan menurut beberapa
ahli dapat memberikan pemahaman yang Ilebih mendalam terkait
whistleblower, yaitu seseorang atau individu baik pria maupun wanita yang
berasal dari dalam atau luar organisasi dengan iktikad baik mengungkap

suatu kegiatan yang diduga telah atau sedang terjadi tindak pidana.

34 Zulkifli Ismail, Perlindungan Hukum 2 Bagi Whistleblower dalam Perkara Pidana (Malang:
PT. Literasi Nusantara Abadi Group, 2024), 9-12.
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Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latar belakang bahwa saksi
pelapor atau whistleblower termaktub dalam Surat Edaran Mahkamah
Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana
(Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (Justice
Collaborator) dalam Penanganan Kasus-Kasus Tindak Pidana Tertentu,
yang mana dalam hal ini memiliki dua peran atau kapasitas, yaitu pelapor
yang hanya sebatas melaporkan suatu tindak pidana tertentu dan bisa juga
pelapor tersebut tidak hanya sebatas bertugas melaporkan saja tapi juga
berperan sebagai saksi.>> Dengan demikian hal tersebut menghasilkan
perbedaan dalam peraturan mengenai hak-hak berdasarkan pada peraturan
perundang-undangan, sehingga akan dijelaskan di antaranya sebagai
berikut:

Pertama, whistleblower yang hanya berperan sebagai pelapor
maksudnya 1a tidak secara langsung mendengar, melihat, ataupun
mengetahui pelaksanaan suatu tindak pidana. Pelapor yang dimaksud di sini
sejalan dengan yang diungkapkan dalam KUHAP yang berarti orang yang
memberikan laporan kepada pejabat yang berwenang mengenai telah atau
sedang ataupun diduga akan terjadinya suatu tindak pidana.’® Dalam
konteks ini dapat ditegaskan bahwa, whistleblower hanya sebatas

mengetahui informasi yang selanjutnya bermanfaat terhadap suatu

3Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto dan Sudaryanto, Perlindungan Hukum Terhadap
Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime,
(Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2013),
54 —55.

3 Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto dan Sudaryanto, Perlindungan Hukum Terhadap
Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime, 55.
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pengungkapan fakta tindak pidana oleh penegak hukum. Sebagaimana
diatur dalam Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHAP) yang
menegaskan bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh
seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada
pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan
terjadinya tindak pidana.’’

Kedua, whistleblower yang berperan sebagai saksi. Dimensi ini
berarti yang bersangkutan adalah pengungkap fakta yang melaporkan dan
secara langsung mengetahui, melihat dan mengalami sendiri telah, sedang
atau akan terjadinya suatu tindak pidana yang secara aktif melaporkannya
pada aparat penegak hukum yang berwenang. Saksi pelapor dalam hal ini
dijelaskan sebagai pelapor yang turut berperan sebagai saksi. Dengan
demikian, secara umum yang dimaksud sebagai saksi diatur dalam Pasal 1
Angka 26 KUHAP yang menjelaskan bahwa saksi adalah orang yang dapat
memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan
peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat
sendiri dan ia alami sendiri.’®

2. Ruang Lingkup Pidana Korupsi

37 Undang — Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 3209, Pasall angka 24.

38 Undang — Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 3209, Pasall angka 26.
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Korupsi sering dikaji dalam berbagai teori salah satunya seperti

Fraud Triangle Theory*’, merupakan teori yang dikembangkan oleh Donald

R. Cressey, seorang ahli kriminologi, untuk menganalisis faktor-faktor yang

menyebabkan terjadinya penipuan. Seperti namanya fraud yang berarti

kecurangan dan triangle yang berarti segitiga yang menjelaskan bahwa tiga

faktor utama yang mendorong seseorang melakukan kecurangan atau

penipuan. Teori ini terdiri dari tiga elemen utama *°:

1.

Tekanan (Pressure) — Faktor yang mendorong seseorang untuk
melakukan kecurangan, seperti masalah keuangan, tuntutan
pekerjaan, atau tekanan sosial.

Peluang (Opportunity) — Situasi yang memungkinkan seseorang
melakukan kecurangan, misalnya kelemahan dalam sistem
pengawasan atau kurangnya kontrol internal.

Rasionalisasi (Rationalization) — Justifikasi atau pembenaran yang
digunakan oleh pelaku untuk merasa bahwa tindakan mereka dapat
diterima atau tidak terlalu salah.

Sementara itu terkait dengan ruang lingkup terjadinya korupsi, Syed

Hussein Alatas setidaknya mengembangkan tujuh (7) tipologi korupsi, di

antaranya :*!

39 Konsep yang digunakan untuk menganalisis alasan di balik terjadinya kecurangan dalam
suatu organisasi berfokus pada tiga faktor utama yang mendorong individu untuk melakukan

tindakan tersebut.

40 VIDA cybersecurity, “Fraud Triangle: Definisi Serta Pencegahannya,” dipublikasikan pada
tanggal 06 Juli 2024, diakses pada tanggal 09 Mei 2025, pukul 01.29 WIB.
https://vida.id/id/blog/fraud-triangle

4 Bambang

Waluyo, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi),

(Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 22 — 24,


https://vida.id/id/blog/fraud-triangle

1)

2)

3)
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Korupsi transaktif, terjadinya korupsi ini disebabkan karena adanya
kesepakatan antara donor dengan resipien demi keuntungan kedua
belah pihak. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa terjadinya
korupsi ini hanya terjadi karena keserakahan satu pihak, tetapi
karena adanya kepentingan bersama yang mendorong terjadinya
transaksi tidak jujur ini.

Korupsi ekstortif, terjadinya korupsi ini karena adanya penekanan
atau desakan demi menghindari bahaya bagi mereka yang terlibat
ataupun orang-orang yang dekat dengan para pelaku tersebut.
Dalam hal ini dijelaskan bahwa korupsi dapat terjadi bukan semata-
mata karena kesepakatan atau keserakahan, tetapi karena adanya
tekanan dan paksaan. Pihak yang terlibat mungkin merasa dipaksa
untuk ikut serta dalam tindakan korupsi demi menghindari ancaman
atau bahaya, baik bagi diri mereka sendiri maupun orang-orang di
sekitar mereka. Dalam situasi seperti ini, korupsi bukan lagi sekadar
keuntungan pribadi, tetapi juga menjadi bentuk perlindungan diri
dari risiko yang lebih besar.

Korupsi intensif, terjadinya korupsi ini dikarenakan adanya tawaran
yang merupakan investasi untuk mengantisipasi adanya keuntungan
di masa yang akan datang. Dalam konteks ini, korupsi tidak hanya
dipandang sebagai tindakan instan untuk mendapatkan manfaat

langsung, tetapi juga sebagai strategi jangka panjang di mana



4)

S)

6)

7)

33

seseorang atau kelompok memberikan sesuatu dengan harapan akan
mendapatkan imbalan lebih besar di kemudian hari.

Korupsi nepotistik, terjadinya korupsi ini dikarenakan adanya
perlakuan khusus ataupun pemberian proyek-proyek bagi keluarga
dekat. Dalam hal ini, korupsi muncul dalam bentuk nepotisme, di
mana keputusan dalam pemberian proyek atau kesempatan bisnis
lebih didasarkan pada hubungan keluarga daripada kompetensi atau
proses yang transparan.

Korupsi otogenik, terjadinya korupsi ini disebabkan seorang pejabat
yang memiliki informasi sebagai orang dalam (insider information)
tentang kebijakan publik yang seharusnya di rahasiakan. Dalam hal
ini, informasi tersebut seharusnya dirahasiakan karena berkaitan
dengan kebijakan publik, tetapi pejabat yang bersangkutan
memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok
tertentu.

Korupsi suportif, yakni perlindungan atau penguatan korupsi yang
menjadi intrik kekuasaan dan bahkan kekerasan. Dalam situasi ini,
korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi sudah berakar
dalam struktur kekuasaan dan bahkan didukung oleh kekerasan
untuk mempertahankan kepentingan tertentu.

Korupsi defensive, terjadinya korupsi ini disebabkan dalam rangka
mempertahankan diri dari pemerasan. Dalam hal ini, pihak yang

terlibat dalam korupsi mungkin merasa terpaksa memberikan
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sesuatu—baik berupa uang, fasilitas, atau keuntungan lain—agar
dapat menghindari tekanan, ancaman, atau konsekuensi yang lebih
buruk.

Dari aspek yuridis, tindak pidana korupsi mencakup segala bentuk
kejahatan yang diatur dalam UU Tipikor. Undang-undang ini merumuskan
30 (tiga puluh) jenis tindak pidana korupsi*’, yang secara umum dapat
dikelompokkan dalam 7 (tujuh) kategori utama, diantaranya*’ :

1. Kerugian keuangan negara, yaitu suatu perbuatan merujuk pada
tindakan yang secara langsung atau tidak langsung mengurangi
aset negara, menghambat pertumbuhan ekonomi, atau
merugikan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini diperinci
dalam UU Tipikor pada Pasal2 dan Pasal3;

2. Suap-menyuap, yaitu- tindakan pemberian atau penerimaan

sesuatu oleh pejabat negara dengan tujuan mempengaruhi

42 Ketiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi di antaranya : 1. Menyuap pegawai
negeri; 2. Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya; 3. Pegawai negeri menerima
suap; 4. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya; 5. Menyuap hakim;
6. Menyuap advokat; 7. Hakim dan advokat menerima suap; 8. Hakim menerima suap; 9. Advokat
menerima suap; 10. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan; 11.
Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi; 12. Pegawai negeri merusakan
bukti; 13. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti; 14. Pegawai negeri membantu
orang lain merusakkan bukti; 15. Pegawai negeri memeras; 16. Pegawai negeri memeras pegawai
negeri yang lain; 17. Pemborong membuat curang; 18. Pengawas proyek membiarkan perbuatan
curang; 19. Rekanan TNI/Polri berbuat curang; 20. Pengawas rekanan TNI/Polri berbuat curang; 21.
Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang; 22. Pegawai negeri menyerobot tanah
negara sehingga merugikan orang lain; 23. Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang
diurusnya; 24. Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak melaporkan ke KPK; 25. Merintangi
proses pemeriksaan perkara korupsi; 26. Tersangka tidak memberikan keterangan mengenai
kekayaan; 27. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka; 28. Saksi atau ahli yang
tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu; 29. Seseorang yang memegang
rahasia jabatan, namun tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu; 30. Saksi
yang membuka identitas pelapor.

4 Komisi Pemberantasan Korupsi, Memahami Untuk Membasmi Buku Panduan untuk
Memahami Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006), 15-17.



35

keputusan atau tindakan yang menguntungkan pihak tertentu.
Dalam hal ini diperinci dalam UU Tipikor pada Pasal 5 Ayat
(1) huruf a, Pasal 5 Ayat (1) huruf b, Pasal 5 Ayat (2), Pasal 6
Ayat (1) huruf a, Pasal 6 Ayat (1) huruf b, Pasal 6 Ayat (2),
Pasal 11, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf c,
Pasal 12 huruf d, Pasal 13;

. Penggelapan dalam jabatan, yaitu bentuk tindak pidan korupsi
di mana seseorang yang memiliki kewenangan atau
kepercayaan dalam suatu jabatan menyalahgunakannya untuk
keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam hal ini
diperinci dalam UU Tipikor pada Pasal 8, Pasal 9 Pasal 10
huruf a, Pasal 10 huruf b, Pasal 10 huruf c;

. Pemerasan, yaitu tindakan memaksa seseorang untuk
memberikan sesuatu baik berupa uang, barang, atau jasa
dengan menggunakan ancaman atau tekanan. Dalam hal ini
diperinci dalam UU Tipikor pada Pasal 12 huruf e, Pasal 12
huruf g, Pasal 12 huruf h;

. Perbuatan curang, yaitu tindakan manipulatif atau tidak jujur
yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan dengan cara
yang merugikan pihak lain. Dalam konteks tindak pidana
korupsi, perbuatan curang sering kali melibatkan
penyalahgunaan wewenang, pemalsuan dokumen, atau

rekayasa dalam proses pengadaan barang dan jasa. Dalam hal
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ini diperinci dalam UU Tipikor pada Pasal 7 Ayat (1) huruf a,
Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 Ayat (1) huruf c, Pasal 7 Ayat
(1) huruf d, Pasal 7 Ayat (2), Pasal 12 huruf h;

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan, yaitu tindakan yang
terjadi ketika seseorang yang memiliki kewenangan dalam
proses pengadaan memanfaatkan posisinya untuk kepentingan
pribadi, keluarga, atau kelompok tertentu. Dalam hal ini
diperinci dalam UU Tipikor pada Pasal 12 hurufi;

7. Gratifikasi, yaitu tindakan pemberian hadiah, fasilitas, atau
bentuk keuntungan lain yang diterima oleh pejabat negara atau
pegawai negeri yang berhubungan dengan jabatannya dan tidak
dilaporkan kepada pihak berwenang. Dalam konteks hukum,
gratifikasi dapat dianggap suap jika pemberian tersebut
berlawanan dengan kewajiban atau tugas penerima. Dalam hal
ini diperinci dalam UU Tipikor pada Pasal 12 B jo. Pasal 12 C.

Selain itu terdapat jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan
tindak pidana korupsi di antaranya **:

1. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi. (Pasal

2. %’L)iak memberi keterangan atau memberi keterangan yang
tidak benar. (Pasal 22 jo. Pasal 28).

3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening
tersangka. (Pasal 22 jo. Pasal 29).

4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau
memberi keteran palsu. (Pasal 22 jo. Pasal 35).

4 Komisi Pemberantasan Korupsi, Memahami Untuk Membasmi Buku Panduan untuk
Memahami Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006), 17.
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5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberik
keterangan atau memberi keterangan palsu. (Pasal 22 jo.
Pasal 36).

6. Saksi yang membuka identitas pelapor. (Pasal 24 jo. Pasal
31).

Demikian pula ruang lingkup mengenai korupsi juga dijelaskan
didalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003,
yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang No 7 Tahun 2006
tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption, yaitu
45 .

1) Penyuapan pejabat public nasional (bribery of national public
officials);

2) Penyuapan terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi
internasional publik (bribery of foreign public official and officials of
public international organization);

3) Penggelapan, penyelewengan, atau pengalihan kekayaan lain oleh
seorang pejabat publik (embezzlement, misappropriation or other
diversion of property by a public official);

4) Memperdagangkan pengaruh (trading in influence);

5) Penyalahgunaan jabatan atau wewenang (abuse of funtions),

6) Memperkaya diri secara tidak sah (i/licit enrichment);

7) Penyuapan pada sektor privat (bribery in the private sector); dan

8) Penyuapan di sektor privat (embezzlement of property in the privat

sector).

45 Bambang Waluyo, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi),
(Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 24.
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Selain itu Dalam Undang - Undang Tindak Pidana Korupsi (UU
Tipikor) di Indonesia, terdapat beberapa unsur utama yang menentukan
apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.
Tiga unsur utama tersebut adalah*® :

1. Secara melawan hukum, yaitu perbuatan yang dilakukan
bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik dalam bentuk
penyalahgunaan wewenang, manipulasi, atau tindakan lain yang
tidak sah;

2. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, yaitu
tindakan yang memberikan keuntungan pribadi atau kepada pihak
lain dengan cara yang tidak sah;

3. Merugikan keuangan negara atau perckonomian negara, yaitu
perbuatan yang menyebabkan kerugian finansial bagi negara atau
mengganggu stabilitas ekonomi nasional.

Berdasarkan ketentuan ini, suatu perbuatan hanya dapat dikategorikan
sebagai tindak pidana korupsi jika memenuhi ketiga unsur tersebut secara
bersamaan. Jika suatu tindakan hanya memenuhi satu atau dua unsur tanpa
mencakup keseluruhan perumusan di atas, maka tidak dapat dikategorikan
sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam UU Tipikor
Tindak pidana korupsi selain diatur berdasarkan pespektif hukum
positif yang ada di Indonesia juga dijelaskan secara rinci dalam pandangan

islam yang mana pengertiannya dibagi menjadi beberapa dimensi,

46 Hasanal Mulkan, Hukum Tindak Pidana Khsusus, (Jakarta: Kencana, 2022), 15 — 16.
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diataranya risyawah (suap), saraqah (pencurian), khianah (pengkhianat),
al — gasysy (penipuan).*’ Secara kedudukan tindak pidana korupsi
merupakan suatu tindakan kriminal atau jinayah, yang mana dalam islam
ketika seseorang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum
islam maka pelakunya akan diancam dengan hukuman (jarimah) berupa
hudud atau had dan juga jarimah ta’zir. Dengan demikian tindak pidana
korupsi dalam pandangan islam merupakan suatu perbuatan yang dibenci
oleh Allah dan laknat Allah sebagai ancamannya.

Tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum islam merupakan
suatu tindakan yang dilarang. Dalam hal ini tertuang dalam Q.S Ali Imran

ayat 161 yang berbunyi®® :

°
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2
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Artinya :

Dan tidak mungkin seorang Nabi berkhianat (dalam urusan harta
rampasan perang). Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari Kiamat dia
akan datang membawa apa yang dikhianatkannya. Kemudian setiap orang
akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya,
dan mereka tidak dizalimi.

Dengan berdasarkan pada ayat Al — Qur’an diatas, yang mana dalam
terjemahnnya menyebutkan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan oleh

seseorang akan diberi balasan yang setimpal. Dengan adanya fenomena

47 Rizqi Perdana Putra, Penegakan Hukum Tidak Pidana Korupsi, (Yogyakarta: Deepublish
Publisher, 2021), 44.

4 Qur’an. com, “Surah Ali ‘Imran,” diakses pada tanggal 19 Januari 2025 pukul 02.06 WIB,
https://quran.com/id/keluarga-imran/161-170.
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yang terjadi pada masa kepemimpinan pemerintahan Khalifah Umar bin
Khattab R.A bahwa dalam penerapan sanksi pidana Tindak Pidana Korupsi
yang dikategorikan sanksi hukumannya dipersamakan dengan penyuapan,
pencurian dan perampokan. Maka dari itu para ulama bersepakat untuk
membentuk figh antikorupsi guna meminimalisir akan terjadinya tindak
pidana korupsi, yang mana terdapat empat poin sebagai acuan dalam upaya

pemberantasan tindak pidana korupsi, di antaranya*:

a. Hukuman setimpal.

b. Perhitungan kekayaan.

c. Sistem penggajian yang layak.

d. Larangan menerima suap dan hadiah.

3. Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem yang mana dalam
pelaksanaannya diharapkan untuk mencapai tujuan baik, dapat ditinjau baik
dalam jangka pendek - (resosiliasi), jangka menengah (pencegahan
kejahatan), hingga jangka Panjang (kesejahteraan sosial). Hal ini di
pengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang - bidang didalam
kehidupan manusia maka dari itu dalam geraknya akan selalu mengalami
yang namanya interface (interaksi, interkoneksi, interdependensi).*

Demikian pula tawaran definisi sistem peradilan pidana menurut V.N. Pillai

4 Rizqi Perdana Putra, Penegakan Hukum Tidak Pidana Korupsi, (Yogyakarta: Deepublish
Publisher, 2021), 43 — 54.

30 Krismen Yudi, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada,
2021),2 - 5.
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yang dikutip oleh Kadri Husin dan Budi Rizki Husin dirumuskan sebagai
berikut By the criminal justice system in meant the police, the prosecutorial
service, the courts and the correctional departments. Which are the
component elements of the structure of the criminal process, and it has been
describe as a continue an ordely proression of events. (Sistem peradilan
pidana mencakup kepolisian, layanan penuntutan, pengadilan, dan
departemen pemasyarakatan. Elemen-elemen ini merupakan bagian dari
struktur proses pidana, yang telah digambarkan sebagai rangkaian peristiwa
yang berkelanjutan dan tertata dengan baik).>!  Penjelasan V.N. Pillai
mengenai sistem peradilan pidana menekankan bahwa proses penegakan
hukum terdiri dari beberapa institusi utama yang bekerja secara
berkesinambungan dan sistematis. Sistem ini mencakup:

1. Kepolisian, yaitu bertugas melakukan penyelidikan awal,
menangkap tersangka, dan mengumpulkan bukti dalam suatu
kasus pidana;

2. Kejaksaan, yaitu memiliki peran dalam penuntutan tersangka di
pengadilan berdasarkan bukti yang telah dikumpulkan;

3. Pengadilan, yaitu berfungsi sebagai tempat di mana proses
peradilan berlangsung untuk menentukan apakah terdakwa

bersalah atau tidak berdasarkan hukum yang berlaku;

3! Husin Kadri, Rizki Budi Husin, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, (Jakarta Timur:
Sinar Grafika, 2016), 10 .
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4. Lembaga Pemasyarakatan, yaitu bertanggung jawab atas
rehabilitasi dan pelaksanaan hukuman bagi individu yang telah
dinyatakan bersalah oleh pengadilan.

Struktur ini membentuk suatu proses yang berkelanjutan, di mana setiap
tahap dalam sistem peradilan pidana saling berkaitan dan memiliki peran
penting dalam memastikan keadilan serta penegakan hukum. Dengan
demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem ini bukan hanya sekumpulan
institusi yang bekerja secara terpisah, tetapi sebuah mekanisme yang
terintegrasi untuk menangani kasus-kasus pidana secara terstruktur dan
efisien.

Sedangkan pendapat dari Sandford H. Kadish terkait Sistem
Peradilan Pidana yang dikutip oleh Kadri Husin dan Budi Rizki Husin
dalam buku nya yang berjudul Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yaitu
The criminal justice system has three separately organized parts- the police,
the courts, and corrections- and each has distinct tasks. However these
parts are by no means independents of each orther. Whats each one does
and how it does it has a direct on the work of the others. (Sistem peradilan
pidana memiliki ‘tiga bagian yang terorganisir secara terpisah, yaitu
kepolisian, pengadilan, dan pemasyarakatan di mana masing-masing
memiliki tugas yang berbeda. Namun, bagian-bagian ini tidak bekerja
secara independen satu sama lain. Apa yang dilakukan oleh masing-masing

dan bagaimana cara mereka melakukannya memiliki dampak langsung
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terhadap pekerjaan bagian lainnya). > Pernyataan Sandford menekankan
bahwa sistem peradilan pidana terdiri dari tiga komponen utama yang
bekerja secara terpisah namun tetap memiliki hubungan yang erat satu sama
lain. Kepolisian berperan dalam tahap awal penegakan hukum, termasuk
penyelidikan dan penangkapan tersangka. Pengadilan berfungsi sebagai
tempat berlangsungnya proses hukum untuk menentukan apakah seseorang
bersalah atau tidak berdasarkan bukti yang tersedia. Lembaga
pemasyarakatan, atau sistem koreksi, bertugas menjalankan hukuman serta
rehabilitasi bagi individu yang telah dinyatakan bersalah. Meskipun
masing-masing memiliki peran yang berbeda, ketiga komponen ini tidak
beroperasi secara independen. Setiap langkah yang diambil oleh satu
lembaga akan mempengaruhi jalannya proses dalam lembaga lainnya.
Misalnya, hasil penyelidikan kepolisian menentukan bagaimana kasus
tersebut ditangani di pengadilan, sementara keputusan pengadilan
berdampak pada tindakan yang akan diambil oleh sistem pemasyarakatan.
Keterkaitan ini menciptakan suatu mekanisme yang berkelanjutan dalam
penegakan hukum dan keadilan.

Sistem peradilan pidana memiliki fungsi guna menanggulangi
kejahatan yang terjadi. Dalam penegakan hukum hal tersebut sangat
diperlukan meskipun dalam realitanya masih saja belum berfungsi secara
maksimal dikarenakan banyaknya hal yang masih membutuhkan terhadap

penyesuaian akan kondisi masyarakat yang terus berkembang. Dalam

32 Husin Kadri, Rizki Budi Husin, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, 10 —11.
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konteks ini secara tidak langsung memaksa hukum untuk turut berkembang
dengan terciptanya rasa keadilan dan kepastian hukum didalamnya.
Dalam sistem peradilan pidana, terdapat beberapa asas hukum yang menjadi
dasar dalam penerapan aturan dan kebijakan hukum. Meskipun asas hukum
bukanlah hukum dalam arti normatif, keberadaannya sangat penting karena
membantu dalam memahami dan menafsirkan hukum yang berlaku. Dalam
konteks ini dapat dimaksudkan bahwa pernyataan ini menunjukkan asas
hukum yakni prinsip dasar yang menjadi landasan dalam sistem hukum,
tetapi bukan aturan hukum itu sendiri. Asas hukum berfungsi sebagai
pedoman dalam memahami, menafsirkan, dan menerapkan hukum secara
lebih jelas dan sistematis. Tanpa adanya asas hukum, aturan-aturan dalam
sistem hukum akan terasa kurang terstruktur dan sulit dipahami dalam
konteks yang lebih luas.

Menurut Hibnu Nugroho, asas hukum tidak selalu dijelaskan secara
eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, tetapi lebih sering tersirat
dalam berbagai aturan hukum. Asas-asas ini berfungsi sebagai pedoman
dalam proses penegakan hukum, memberikan arah bagi hakim, jaksa, dan
aparat penegak hukum lainnya dalam mengambil keputusan yang adil dan
sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.’* Asas-asas hukum acara

pidana di antaranya °>:

53 Ferdian Rinaldi, “Proses Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Dalam Memberikan Kepastian
Hukum Dan Keadilan,” Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning,
(Mei, 2022): 180 — 181.

54 Krismen Yudi, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada,
2021), 8 — 14.

35 Krismen Yudi, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, 9 - 15.
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a. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

b. Asas praduga tak bersalah (presumption of innocence).

c. Asas oportunitas.

d. Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum.

e. Asas semua orang diperlakukan sama di depan hakim.

f. Asas tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum.

g. Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan.

h. Asas peradilan dilaksanakan oleh hakim karena jabatannya dan
tetap.

1. Asas ganti kerugian dan rehabilitasi.

Tolak ukur dalam hukum acara pidana terdapat pada beberapa asas yang
telah disebutkan sebagai acuan bagi para penegak hukum untuk tidak
sewenang-wenang dalam  proses pemeriksaan perkara sehingga
memberikan rasa adil dan terpenuhinya hak tersangka dan/ atau terdakwa
berdasarkan pada asas — asas yang berlaku.

Dalam sistem peradilan pidana, pemidanaan memiliki tujuan yang
dijelaskan melalui berbagai teori hukum. Secara tradisional, teori
pemidanaan terbagi menjadi dua, yaitu teori absolut dan teori relatif.>
Sedangkan pendapat menurut Carvadino dan Dignan yang dikutip oleh
Nurini Aprilianda, dkk. menjelaskan bahwasanya teori mengenai teori

tujuan pemidanaan yang dimaksud adalah teori retributif yang digunakan

56 Nurini Aprilianda, Lucky Endrawati,dkk, Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Teori dan
Praktik, (Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press), 2017), 11.
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untuk menghukum pelaku dan teori reduktif guna mengurangi tingkat
kejahatan di masyarakat.”’” Konsep retributif dan reductivis dalam
pemidanaan telah mengalami perkembangan yang mengarah pada
pendekatan yang lebih seimbang. Menurut Cavadino dan Dignan,
pemidanaan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pembalasan terhadap
pelaku kejahatan (retributif), tetapi juga sebagai upaya untuk mengurangi
tingkat kejahatan di masyarakat (reductivis).”® Pendekatan ini
menggabungkan prinsip bahwa hukuman harus diberikan sebagai
konsekuensi atas tindakan kriminal, sekaligus mempertimbangkan efek
jangka panjangnya dalam mencegah kejahatan lebih lanjut. Dengan kata
lain, pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk memberikan keadilan bagi
korban dan masyarakat, tetapi juga untuk menciptakan sistem hukum yang
lebih efektif dalam mengurangi angka kriminalitas. Menurut pendapat
Cavadino dan Dignan yang dikutip oleh Nurini Aprilianda, dkk
bahwasanya: The two most frequently cited justification for punishement are
retribution, —and what Will call reductivism. Retributivism. justifies
punishement on the ground that it is deserved by offender; reductivism
Justifies punishement on the ground that it helps to reduce the incidence of
crime. Various other theories also exist, some of them combining elements
of both retributivism and reductivism. (Dua alasan yang paling sering

dikemukakan untuk membenarkan penghukuman adalah retribusi dan apa

57 Nurini Aprilianda, Lucky Endrawati,dkk, Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Teori dan
Praktik, 14.

58 Nurini Aprilianda, Lucky Endrawati,dkk, Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Teori dan
Praktik, (Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press), 2017), 14-16.
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yang disebut dengan reduktivisme. Retributivisme membenarkan
penghukuman atas dasar bahwa pelaku kejahatan memang pantas
mendapatkannya; sedangkan reduktivisme membenarkan penghukuman
karena dianggap dapat membantu mengurangi tingkat kejahatan. Terdapat
juga berbagai teori lain, beberapa di antaranya menggabungkan unsur-unsur
dari retributivisme dan reduktivisme).>

Dengan demikian teori tujuan pemidanaan dalam perkembangannya
dibagi menjadi tiga di antaranya °°:

b) Teori Absolut yang merupakan teori tertua dan pidana dalam teori
ini dipandang sebagai pembalasan bagi seseorang yang melakukan
pidana

c) Teori Relatif yang bertujuan untuk mencegah dan mengurangi
kejahatan. Maksudnya guna mengubah tingkah laku pelaku tindah
pidana dan orang lain yang cenderung melakukan kejahatan.

d) Teori pembinaan / reformation / rehabilitation theori yang dalam
teori ini memiliki tujuan guna merubah tingkah laku kepribadian
narapidana agar ia bisa meninggalkan kebiasaan buruk yang
bertentangan dengan norma norma hukum agar ia bisa mematuhi
norma norma hukum yang berlaku.

1. Teori Tujuan Hukum

59 Nurini Aprilianda, Lucky Endrawati,dkk, Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Teori dan
Praktik, (Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press), 2017), 16.

6 Syarif Saddam Rivanie, dkk., “Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan,” Halu Oleo
Law Review, Volume 6 Issue 2, (September 2022), 176-188.
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Dalam penelitian ini, teori yang diterapkan adalah teori tujuan
hukum. Gustav Radbruch mengemukakan bahwa hukum memiliki tiga
tujuan utama: keadilan (gerechtigheit), kepastian hukum (rechtssicherkeit),
dan kemanfaatan (zweckmaerten).®! Untuk mencapai ketiga tujuan tersebut
diperlukan asas prioritas, yaitu prinsip yang menentukan mana dari ketiga
tujuan hukum yang harus lebih diutamakan dalam situasi tertentu.®?
Misalnya, dalam beberapa kasus, keadilan dapat lebih diutamakan
dibandingkan kepastian hukum, atau sebaliknya, tergantung pada konteks
dan kebutuhan hukum yang berlaku. Dengan demikian, setiap upaya untuk
menegakkan hukum harus mempertimbangkan secara seksama antara
manfaat yang diperoleh, kepastian hukum yang dijamin, dan keadilan yang
dihasilkan, agar hukum dapat berfungsi secara efektif dan adil dalam
masyarakat. Hal tersebut dapat dikaji lebih dalam dengan beberapa aspek
di antaranya :

a. Keadilan (gerechtigheit)
Menurut teori etis, tujuan hukum adalah untuk mewujudkan
keadilan. Teori ini berpendapat bahwa hukum harus mencerminkan
nilai-nilai moral yang tinggi dan bertindak sebagai alat untuk mencapai

63

keadilan bagi setiap individu dalam masyarakat.” Hukum tidak hanya

1 Yapiter Marpi, Ilmu Hukum Suatu Pengantar, (Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri,
2020), 39 —43.

62 Yapiter Marpi, Ilmu Hukum Suatu Pengantar, 40-43.

63 Utami Puspaningsih, “Tiga Aliran Konvensional Tentang Tujuan Hukum,” diakses pada
tanggal 13 Januari 2025 pukul 02.45 WIB, https://mail.pa-
sidikalang.go.id/index.php/publikasi/arsip-artikel/723-tiga-aliran-konvensional-tentang-tujuan-
hukum.
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dianggap sebagai seperangkat aturan yang harus diikuti, tetapi juga
sebagai sebuah pedoman moral yang memberikan panduan mengenai
apa yang benar dan salah. Salah satu penganut teori etis adalah
Aristoteles yang merupakan seorang filosof yang merumuskan arti
keadilan sebagai ius suum cuique tribuere dengan maksud bahwa
keadilan memberikan kepada tiap orang apa yang menjadi haknya.
Untuk itu Aristoteles membagi ke dalam tiga jenis, diantaranya ®*:

1. Keadilan Distributif adalah keadilan yang ditinjau
berdasarkan seberapa besar kontribusi jasa yang diberikan
kepada setiap orang berdasarkan pada kesesuaian terhadap
kedudukannya dalam masyarakat serta kesetaraan dalam
memberikan perlakuan yang sama dimuka hukum (equality
before the law).

2. Kemudian Keadilan Korektif atau Remidial yang mana teori
keadilan ini berfokus pada pemulihan terhadap sesuatu yang
dianggap salah. Hal ini dapat dijelaskan bahwa ketika terjadi
suatu pelanggaran yang mana dapat diketahui bahwasanya
pelanggaran merupakan perbuatan yang salah, maka
keadilan korektif ini diberlakukan dengan memberikan
kompensasi atau imbalan yang setara dengan pelanggaran

atau kesalahan yang telah diperbuat. Selain itu, ketika terjadi

% Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, Pengantar Ilmu Hukum, (Depok: PT.
RajaGrafindo Persada, 2018), 30.
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suatu kejahatan maka si pelaku diberlakukan hukuman yang
sesuai berdasarkan pada kejahatan yang telah diperbuat.

3. Jenis keadilan yang terakhir adalah Keadilan Komutatif,
yang mana keadilan ini berfokus pada penguasaan dalam
hubungan antarindividu. ® Hal ini dapat dijelaskan bahwa
keadilan ini diberlakukan ketika terjadinya transaksi antara
pihak — pihak yang terlibat, baik dalam pertukaran atau
perdagangan. Keadilan ini berperan dalam pertukaran
barang ataupun jasa, yang mana antara barang atau jasa yang
akan ditukar harus terdapat persamaan terhadap apa yang
ditukar. Seperti halnya kesetaraan perbandingan antara
barang yang dipertukarkan, kemudian harus terjadi
kesalingan yang mana dalam pertukarang barang ataupun

jasa harus dilakukan secara proposional.

Dari dua jenis keadilan yang telah dijelaskan antara keadilan
distributif dan keadilan remidial dapat disederhanakan bahwasanaya
keadilan distributif yakni keadilan yang berada pada lingkup
pemerintahan, sedangkan keadilan korektif atau remidial keadilan

yang berada pada lingkup peradilan.5®

65 Serlika Aprilia dan Rio Adhitya, Filsafat Hukum, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020),

359 —363.

% Serlika Aprilia dan Rio Adhitya, Filsafat Hukum, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020),

362 —363.
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Konsep keadilan distributif yang dikemukakan oleh John
Rawls memiliki keterkaitan dengan pemikiran Aristoteles, tetapi
bukan merupakan teori turunan langsung. Aristoteles membahas
keadilan distributif dalam konteks bagaimana sumber daya dan hak-
hak harus dibagi secara proporsional berdasarkan kontribusi dan
kebutuhan individu dalam masyarakat.%” Sementara itu, John Rawls
mengembangkan teori keadilan yang lebih modern, dengan fokus
pada prinsip keadilan sebagai fairness (kelayakan).® John Rawls
menekankan bahwa distribusi sumber daya harus dilakukan dengan
cara yang memastikan keadilan bagi semua, terutama bagi kelompok
yang paling kurang beruntung dalam masyarakat. Meskipun kedua
pemikir ini membahas keadilan distributif, pendekatan mereka
berbeda. Aristoteles lebih menekankan pada proporsionalitas,
sedangkan John Rawls lebih berorientasi pada kesetaraan dan

perlindungan bagi kelompok yang paling rentan.

Kemudian keadilan distributif yang dikulik lebih rinci oleh
John Rawles dengan teori Justice as Fairness (keadilan sebagai

kelayakan) memberikan kesepakatan atas dua asas di antaranya® :

67 Serlika Aprilia dan Rio Adhitya, Filsafat Hukum, 363.

% Tiara Salman dan Arrie Budhiartie, “Analisis Konsep Keadilan Dalam Pandangan Filsafat
Hukum Aristoteles Dan Relevansinya Di Indonesia,” Jurnal Nalar Keadilan, Volume 4 No. 2,
(Desember 2024). 49-57.

% Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, Pengantar Ilmu Hukum, (Depok: PT.
RajaGrafindo Persada, 2018), 31 —33.
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Asas kebebasan (liberty principle), setiap orang mempunyai

hak — hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas,

sama luasnya dengan kebebasan serupa dari orang — orang

lain. Ini berarti bahwa kebebasan dasar seperti hak berbicara

bebas, hak berpartisipasi dalam proses demokrasi, dan hak

atas kebebasan pribadi harus dijamin untuk semua individu.

Asas perbedaan (difference principle), ketimpangan sosial

dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga
memenuhi dua hal :

2) Semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang

menurut syarat - syarat kesetaraan peluang yang fair

(fair equality of opportunity). Dalam hal ini jabatan

dan posisi harus terbuka untuk semua orang tanpa

memandang latar belakang sosial, kasta, atau gender.

3) Keuntungan terbesar untuk anggota — anggota

masyarakat yang paling tidak beruntung. Dengan

kata lain, meskipun mungkin ada perbedaan dalam

kekayaan, status, atau kekuasaan, perbedaan tersebut

harus  diperoleh sedemikian rupa sehingga juga

meningkatkan kesejahteraan individu yang paling

kurang beruntung di masyarakat.
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Dalam Islam, teori keadilan menurut Qadri adalah prinsip yang
mendasarkan pada ketentuan-ketentuan syariah dan ajaran Al-Quran.”
Menurut Qadri, keadilan dalam Islam meliputi keadilan distributif,
keadilan komutatif, dan keadilan retributif.”! Keadilan dalam kamus
Lisan Al - Arab disebut dengan a/ — ‘adl yang memiliki makna sesuatu
yang lurus atau seimbang’?>. Adapun makna al-’adl yang dikaitkan
dengan tema keadilan yang diungkapkan oleh ayat-ayat Al-Qur’an
dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Adil berarti tebusan (al-fida’).

2) Adil berarti mempersamakan atau memperlakukan secara
jujur dan adil (al-inshaf).

3) Adil berarti benar (al-haqq).

4) Adil berarti seimbang atau sederhana (al-qgashd).

5) Adil berarti nilai atau harga (al-gimah).

6) Adil berarti mengesakan Allah (al/-tawhud).

Yang mana pada konsep ini bersumber pada Al — Qur’an yang

tercantum dalam surat An — Nisa’ ayat 58, sebagai berikut ’* :

70 Nurlaila Harun, “Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam, ” I’tisham : Journal of Islamic
Law and Economics, Vol. 1 No. 2 (Juli-Desember 2021), 158 — 160.

"I Nurlaila Harun, “Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam,” 160.

2 Mau’izatul Mardliyah, “Konsep Al- ‘Adl Dalam Al — Qur’an (Analisis Semiotika Charles
Sanders Peirce),” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayataullah Jakarta, 2024). 18 -28.

3 Qur’an Nu Online, “Surah An — Nisa’,” diakses pada tanggal 13 Januari 2025 pukul 03.02
WIB, https://quran.nu.or.id/an-nisa.
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Artinya :

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan
amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di
antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil.
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik
kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha
Melihat.

Kemudian Salah satu teori keadilan yang dibahas dalam Islam
adalah Keadilan Ilahiyah (Divine Justice), yang menekankan bahwa
keadilan adalah bagian dari kehendak Tuhan yang harus
diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam teori ini,
muncul dua pendekatan utama yang dikembangkan oleh mazhab

pemikiran Islam yakni’*

1. Mazhab Mu‘tazilah, yang mana dalam madzhab ini berpendapat
bahwa manusia memiliki kebebasan dan tanggung jawab untuk
bertindak adil, dengan menggunakan akal sebagai sarana untuk
memahami hukum dan keadilan. Dengan kata lain manusia
memiliki kebebasan serta tanggung jawab penuh untuk bertindak
adil yang mana keadilan bukan hanya berasal dari wahyu, akan

tetapi juga bisa dipahami melalui akal dan logika. Kemudian

7 Restu Singgih, “Kedudukan Amicus Curiae Sebagai Pertimbangan Hukum Hakim Dalam
Persidangan Richard Eliezer (Studi Kasus Putusan Nomor : 798/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Sel).” (Skripsi,
UIN KHAS Jember, 2024), 40-46.
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dalam pandangan Mu’tazilah hukum tidak semata-mata
ditentukan oleh ketetapan Tuhan secara mutlak, melainkan harus
dianalisis secara rasional agar dapat diterapkan dengan benar
dalam kehidupan manusia.

Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa suatu
tindakan dapat dikatakan adil atau tidak adil berdasarkan prinsip
rasionalitas dan manfaatnya bagi masyarakat. Pemikiran ini
menjadikan Mu‘tazilah sebagai mazhab yang mendukung
konsep kebebasan berkehendak dalam bertindak sesuai dengan
prinsip keadilan. Dengan kata lain, manusia tidak sekadar
mengikuti hukum secara dogmatis, tetapi juga harus memahami
dan menerapkannya dengan menggunakan akal sebagai
instrumen utama.

Sementara itu, Asy‘ariyah melihat keadilan sebagai sesuatu yang
hanya dapat dipahami melalui wahyu—artinya, manusia harus
merujuk pada ajaran Islam yang telah ditetapkan dalam Al-
Qur’an dan Hadis untuk memahami keadilan secara benar.
Dalam = pandangan ini, hukum dan keadilan tidak bisa
sepenuhnya dipahami melalui logika atau analisis rasional,
melainkan harus bersumber dari ketentuan ilahi yang telah
ditetapkan oleh Allah. Artinya, keadilan dalam perspektif
Asy‘ariyah sangat bergantung pada hukum Islam yang telah

diturunkan melalui wahyu, bukan pada penalaran manusia secara
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bebas. Manusia tidak memiliki kebebasan mutlak untuk
menentukan apa yang dianggap adil, tetapi harus mengikuti
aturan yang telah ditetapkan dalam syariat. Dalam konsep ini,
hukum Islam dianggap sebagai sumber utama keadilan, karena
berasal dari kehendak Allah yang Maha Adil.

Pendekatan ini berbeda dari mazhab Mu‘tazilah, yang
menekankan bahwa manusia memiliki kebebasan menggunakan
akal untuk menentukan keadilan. Bagi Asy‘ariyah, keadilan
sejati hanya dapat ditemukan dalam ajaran wahyu, sehingga
manusia harus selalu merujuk pada Al-Qur’an dan Hadis dalam

menerapkan keadilan dalam kehidupan.

b. Kepastian Hukum (rechtssicherkeit)

Menurut aliran positivisme hukum, tujuan utama hukum adalah
untuk menciptakan kepastian hukum dan ketertiban dalam masyarakat.
Positivisme hukum berfokus pada penerapan aturan-aturan hukum
yang jelas dan tegas, yang ditetapkan oleh otoritas yang sah. ”® Dengan
demikian, aliran ini menekankan pentingnya keberadaan hukum yang
bisa diandalkan dan diterapkan secara konsisten tanpa campur tangan
dari aspek moral, sosial, atau politik. Menurut Hans Kelsen

menyatakan bahwa hukum harus dibersihkan dari unsur-unsur

367.

75 Serlika Aprilia dan Rio Adhitya, Filsafat Hukum, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2020),
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76 Dalam

nonyuridis seperti sosiologis, politis, historis, dan etis.
teorinya yang dikenal sebagai Teori Hukum Murni (Pure Theory of
Law), Kelsen menekankan bahwa hukum adalah suatu keharusan yang
mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional.”’
Sedangkan kepastian hukum, menurut Lord Lloyd mengatakan bahwa
78.

law seems to require a certain minimum degree of

regularity and certainty of or without that it would be

impossible to assert that what was operating in a

given territory amounted to a legal system. (Hukum

tampaknya memerlukan tingkat minimum tertentu

dari keteraturan dan kepastian, karena tanpa hal itu,

mustahil untuk menyatakan bahwa apa yang berlaku

di suatu wilayah tertentu dapat dianggap sebagai

suatu sistem hukum).
Hal ini dapat dijelaskan bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang
tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah
ketidakpastian (uncertainty) yang pada akhirnya akan menimbulkan
kekerasan (chaos) yang berakibat pada ketidaktegasan dari sistem
hukum. Dengan demikian teori ini merujuk pada penerapan hukum
yang jelas, tetap, dan konsisten, di mana pelaksanaannya tidak boleh

dipengaruhi oleh keadaan-keadaan subjektif. Dengan kata lain, hukum

harus diberlakukan secara objektif dan tidak tergantung pada situasi

7 Darmini Roza dan Gokma Toni Parlindungan S., “Teori Positivisme Hans Kelsen
Mempengaruhi Perkembangan Hukum Di Indonesia,” Lex Jurnalica, Volume 18 Nomor 1, (April
2021), 21-22.

"7 Darmini Roza dan Gokma Toni Parlindungan S., “Teori Positivisme Hans Kelsen
Mempengaruhi Perkembangan Hukum Di Indonesia,” 23.

8 Muhammad Ramadavin, Muhammad Amirullah dan Mustofa Haffas, “Tinjauan Hukum
Terhadap Imbalan Yang Wajar Bagi Investor Paten Alat Pertahanan Dan Keamanan (Alpahankam)
Dalam Pelaksanaan Oleh Pemerintah Di Indonesia,” Media Hukum Indonesia, Vol. 2, No. 4,
(September — December 2024), 56 — 57.
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atau pandangan pribadi individu, sehingga setiap orang mendapatkan
perlakuan yang adil dan setara di mata hukum.

Asas kepastian hukum dalam Islam dikenal dengan Asas
prinsip yang menyatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat
dihukum kecuali telah ditetapkan aturan yang jelas dan berlaku pada
perbuatan tersebut.”” Asas ini berdasarkan pada Q. S. Al — Isra’ ayat

15 yang berbunyi % :
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Artinya :

Siapa yang mendapat petunjuk, sesungguhnya ia mendapat
petunjuk itu hanya untuk dirinya. Siapa yang tersesat, sesungguhnya
(akibat) kesesatannya itu hanya akan menimpa dirinya. Seorang
yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kami tidak akan
menyiksa (seseorang) hingga Kami mengutus seorang rasul.

c. Kemanfaatan (zweckmaerten)

Menurut aliran utilitarianisme, teori kemanfaatan memberikan
tujuan yang mana untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan
terbesar bagi jumlah orang yang terbesar.’! Yang mana konsep teori
kemanfaatan (utilitarianisme) berorientasi pada tujuan hukum dan

kebijakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi

" Indra Utama Tanjung dan Faisar Ananda Arfa, “Jabaran Asas-Asas Hukum Islam

(Kajian Teoritis Demokrasi Indonesia),” Jurnal llmiah Al —Hadi, Volume 8, Nomor 1, (Juli-
Desember, 2022),

80 Qur’an Nu Online, “Surah Al - Isra’,” diakses pada tanggal 13 Januari 2025 pukul 04.57
WIB, https://quran.nu.or.id/al-isra.

81 Serlika Aprilia dan Rio Adhitya, Filsafat Hukum, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2020),

367.
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masyarakat. Prinsip dasar utilitarianisme adalah bahwa tindakan atau
kebijakan harus dinilai berdasarkan konsekuensi mereka, dan tindakan
yang dianggap paling baik adalah yang menghasilkan manfaat terbesar
bagi masyarakat secara keseluruhan.®? Jeremy Bentham merupakan
salah satu tokoh filosofis pelopor teori utilitas (Utilitarianism) yang
menilai tindakan berdasarkan sejauh mana tindakan tersebut
memaksimalkan kebahagiaan atau kesejahteraan bagi sebanyak
mungkin orang. Bentham memperkenalkan prinsip the greatest
happiness for the greatest number atau kebahagiaan terbesar bagi
jumlah terbesar.®* Menurut Bentham, dari sini terlihat bahwa tujuan
hukum merupakan nilai moral dari suatu tindakan ditentukan oleh
seberapa besar manfaat atau kebahagiaan yang dihasilkannya
dibandingkan  dengan  kerugian atau  penderitaan  yang
ditimbulkannya.®* Dengan kata lain, dalam perspektif utilitarianisme,
hukum dianggap baik dan efektif jika berhasil meningkatkan manfaat
sosial dan mengurangi penderitaan atau kerugian yang ditimbulkan.
Dalam Islam, teori kemanfaatan merupakan prinsip yang
mendampingi asas keadilan dan kepastian hukum. Pelaksanaan asas
keadilan dan kepastian hukum sebaiknya mempertimbangkan asas

kemanfaatannya, baik bagi individu yang bersangkutan maupun untuk

82 Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, Pengantar Ilmu Hukum, (Depok: PT.
RajaGrafindo Persada, 2018), 34.

8 Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, Pengantar Ilmu Hukum, (Depok: PT.
RajaGrafindo Persada, 2018), 34 — 35.

8 Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, Pengantar Ilmu Hukum, 35.
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kepentingan masyarakat secara umum.®

Dengan demikian, asas
kemanfaatan ~memainkan peran penting dalam mencapai
keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum, sehingga hukum
dapat diterapkan secara efektif dan bermanfaat bagi semua pihak yang
terlibat. Aspek lain tujuan dalam mewujudkan kemanfaatan ini sesuai
dengan prinsip umum hukum Islam di antaranya®
1) Al-ashl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man’u
(segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang
mudharat dilarang);
2) La darara wala dirar (jangan menimbulkan kemudharatan
dan jangan menjadi korban kemudharatan); dan
3) Al-darar yuzalu (bahaya harus dihilangkan).
Asas ini bersumber pada Q.S. Al — Bagarah ayat 178, yang
berbunyi 7
i Ay 2Tl Qotie-éj‘ Sl oLl 0 gl
Sl PG et sl 5 B 8 228 28y 8V Al
S5 A sz A 1&;3 v§v 5 G G5 Sty o) 4TS
@ o Slde Sl

Artinya :

85 Indra Utama Tanjung dan Faisar Ananda Arfa, “Jabaran Asas-Asas Hukum Islam

(Kajian Teoritis Demokrasi Indonesia),” Jurnal llmiah Al —Hadi, Volume 8, Nomor 1, (Juli-
Desember, 2022), 30 — 33.

8 Achmad Irwan Hamzani, Asas-Asas Hukum Islam Teori dan Implementasinya dalam
Pengembangan Hukum Di Indonesia, (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2018), 85 — 87.

87 Qur’an Nu Online, “Surah Al - Bagarah’,” diakses pada tanggal 13 Januari 2025 pukul 03.33
WIB, https://quran.nu.or.id/al-baqarah.
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Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu
(melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh.
Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan
hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang
memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan
cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara
yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari
Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan
mendapat azab yang sangat pedih.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan jenis yuridis
normatif yaitu suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan
logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.®® Dalam penelitian ini dapat
dijelaskan bahwa peneliti berupaya untuk menemukan, menganalisis,
mengembangkan serta menguraikan dan menguji kebenaran yang diperoleh dari
beberapa data yang telah ditemukan dengan berdasarkan pada fokus penelitian.
B. Pendekatan Penelitian
Adapun pendekatan yang diterapkan dalam penelitian hukum ini di
antaranya :

a. Pendekatan Perundang — Undangan (Statue Aproach), yaitu metode
penelitian hukum yang menekankan pada suatu analisis terhadap
berbagai aturan hukum yang berlaku guna memahami, menafsirkan, dan
menerapkan norma-norma hukum dalam konteks tertentu.®” Pendekatan
ini menitikberatkan pada pengkajian undang-undang, peraturan, dan
ketentuan hukum lainnya yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif

atau badan hukum yang berwenang.

8 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Banyumedia
Publishing, 2006), 57.
8 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, 302-305.
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b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Aproach), merupakan suatu
pendekatan dengan didasarkan pada berbagai pandangan dan doktrin
yang berkembang dalam ilmu hukum, yang pada akhirnya menghasilkan
pemahaman dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan
permasalahan yang ada.’® Melalui pendekatan konseptual, penelitian ini
mengumpulkan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang
berkembang terkait dengan whistleblower.

C. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif menggunakan metode yang berbeda dengan
penelitian hukum empiris, yang mana dalam penelitian hukum normatif dikenal
dengan library based, focusing on reading and analysis of the primary and
secondary material.(Pendekatan berbasis studi kepustakaan, dengan fokus pada
pembacaan dan analisis bahan primer dan sekunder). */ Dalam penelitian ini

mempengaruhi pilihan jenis bahan hukum yang digunakan yakni: 2
a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif
atau yang dapat disebut dengan bahan hukum yang memiliki sifat
mengikat, seperti perundang — undangan, catatan — catatan resmi atau
risalah dalam pembuatan perundang — undangan dan putusan — putusan
hakim.”> Dalam penelitian ini adapun beberapa bahan hukum yang

digunakan di antaranya :

% Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Banyumedia
Publishing, 2006), 306-310

%1 Muhammad Siddiq Armia, Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum, (Lembaga
Kajian Konstitusi Indonesia (Lkki) Fakultas Syariah Dan Hukum, 2022), 12.

%2 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: University Press, 2020), 45 - 64

9 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2005), 182.
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1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2) Undang — Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana;

3) Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi;

4) Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi
dan Korban;

5) Undang — Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
atas Undang — Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi;

6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018
Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan
Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi;

7) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang
Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi
Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborators) di dalam Perkara
Tindak Pidana Tertentu.

b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang menjelaskan
bahan hukum primer. Yang merujuk pada sumber-sumber yang

membantu menguraikan, menginterpretasikan, dan memberikan konteks
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terhadap bahan hukum primer seperti undang-undang dan putusan
pengadilan.®® Bahan hukum ini dikenal sebagai bahan hukum sekunder,
yang meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, laporan hukum, serta

media cetak dan elektronik.”®
c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan
informasi tambahan dan referensi tentang bahan hukum primer dan
sekunder.”® Misalnya rancangan undang-undang, kamus hukum dan

ensiklopedia.
D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan berbagai metode dan strategi
yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan
dalam sebuah penelitian. Dalam hal ini peneliti mengggunakan jenis metode
pengumpulan data berupa Studi pustaka (bibliography study), dapat dijelaskan
bahwa teknik ini merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan
pengkajian dan analisis literatur atau dokumen tertulis yang relevan dengan
topik penelitian.”” Dengan demikian penelitian ini dilakukan pengumpulan dan
analisis pada tiap peraturan perundangan-undangan yang mendukung ataupun
menghambat perlindungan saksi pelapor tindak pidana atau whistleblower
dengan menggunakan pendekatan berupa Pendekatan Perundang-undangan

atau Statute Approach.”®

%4 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: University Press, 2020), 60 — 64.
% Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, 64.

% Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2005), 183 — 184.
7 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: University Press, 2020), 65.

%8 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2005), 136 — 172.
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E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian normatif ini menggunakan metode
analisis yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu dengan cara melakukan
interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. *°
Yang mana metode dalam penelitian ini digunakan dengan sasarannya adalah
untuk menguji kualitas substansi norma hukum berdasarkan kualitas pendapat
ahli hukum, doktrin, teori, serta rumusan norma hukum itu sendiri.'” Dengan
demikian tahapan yang dilakukan di antaranya '°! :

1. Tahapan Inventarisasi hukum atau tahapan yang dilakukan dengan
cara membedakan antara bahan-bahan hukum seperti bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

2. Tahapan identifikasi hukum atau tahapan yang dilakukan dengan
cara menentukan permasalahan hukum yang akan dikaji.

3. Tahapan klasifikasi hukum atau tahapan yang dilakukan dengan cara
mengkategorisasikan berdasarkan kriteria tertentu seperti jenis
hukum, subjek hukum, atau isu hukum.

4. Tahapan sistematisasi- hukum yang dilakukan guna mencegah
terjadinya kontradiksi antara bahan hukum yang digunakan.

Oleh karena itu, dengan melakukan model analisis dalam penelitian

normatif yang bersifat deskriptif kualitatif, maka akan menghasilkan

penyusunan laporan dengan penjelasan permasalahan hukum dengan

9 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: University Press, 2020), 68.
100 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2005), 172 — 184.
101 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, 67.
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menguraikan isu penelitian hukum dengan cara yang logis, ilmiah, dan mudah
dimengerti.
F. Tahap — Tahap Penelitian
Berikut beberapa tahapan yang dilakukan sebagai penunjang
terlaksananya penelitian ini, di antaranya :
a. Pra Riset (Sebelum Penelitian)

1) Identifikasi masalah yang akan diteliti;

2) Menentukan judul penelitian;

3) Menentukan fokus masalah dalam penelitian;

4) Menyiapkan data-data pendukung sebagai pedoman dalam
penelitian;

b. Riset

1) Menganalisis data—data pendukung dengan runtutan analisis data
yang berdasarkan pada permasalahan yang diteliti;

2) Merangkum hasil temuan yang berdasarkan pada data — data
pendukung dengan menyesuaikan pada permasalahan dalam
penelitian;

c. Pasca Riset (Sesudah Penelitian)

1) Menyusun hasil temuan menjadi sebuah penelitian yang runtut

dengan menyesuaikan pada fokus penelitian yang diteliti;

2) Menarik kesimpulan.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Saksi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dalam Upaya

Pemberantasan Korupsi di Indonesia Saat Ini

Tindak pidana korupsi dapat merujuk pada tindakan seperti
penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan, serta hal-hal
lainnya, untuk keuntungan pribadi maupun orang lain. Problematika ini dapat
di lihat berdasarkan data [Indonesia Coruption Watch (ICW) yang
menambahkan bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir telah terjadi
lonjakan terhadap kasus tindak pidana korupsi dari tahun ke tahun, hal ini dapat

di uraikan dengan rincian di antaranya'%:

1. Tahun 2019 tercatat 271 kasus dengan 580 tersangka.

2. Tahun 2020 tercatat 444 kasus dengan 875 tersangka.

3. Tahun 2021 tercatat 533 kasus dengan 1.173 tersangka.

4. Tahun 2022 tercatat 579 kasus dengan 1.396 tersangka.

5. ‘Tahun 2023 tercatat 791 kasus dengan 1.695 tersangka.
Dari rincian tersebut terlihat bahwasanya terdapat lonjakan terhadap tindak
pidana korupsi pada tiap tahunnya. Maka dari itu diperlukan mekanisme yang
lebih efektif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan guna menekan atau

memperkecil terjadinya lonjakan terhadap tindak pidana korupsi.

122 Dicky Anandya dan Kurnia Ramadhana, Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun

2023 (Jakarta Selatan: Indonesia Corruption Watch, 2024), 10.
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Seiring dengan meningkatnya kasus tindak pidana korupsi dari tahun
ke tahun, upaya pencegahan dan pemberantasan menjadi semakin krusial atau
penting guna menekan lonjakan yang terjadi. Dalam rangka menciptakan
mekanisme yang lebih efektif, perlindungan hukum turut mengalami
perkembangan yang dinamis sebagai respons terhadap berbagai perubahan
sosial, ekonomi, dan politik. Salah satu aspek penting dalam pembaharuan
perlindungan hukum adalah pemberian perlindungan bagi Saksi Pelapor
Tindak Pidana (Whistleblower), yang berperan dalam mendukung
pemberantasan korupsi secara lebih transparan dan berkeadilan. Dalam hal ini
ketika terjadi perkembangan atau pembaharuan dalam peraturan perundang-
undangan yang mengatur Tindak Pidana Khusus, maka hak dan kewajiban
saksi dalam kasus pada Tindak Pidana Khusus juga akan diubah atau
disesuaikam dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan khusus tersebut. Dalam konteks ini jika terdapat perubahan regulasi
yang cenderung bersifat spesifik, seperti undang — undang tentang Tindak
Pidana Korupsi atau Terorisme, maka perlakuan hukum yang diberikan kepada
saksi akan menyesuaikan seiring dengan ketentuan yang berlaku. Adapun
eksistensi saksi dalam tindak pidana korupsi diatur dalam beberapa regulasi

hukum di antaranya'®* :

103 Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto dan Sudaryanto, Perlindungan Hukum Terhadap
Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime,
(Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2013),
66-67.
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1) Undang — Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang — Undang Nomor
Undang — Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi;

2) Undang — Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang — Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi;

3) Undang — Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang — Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan
Korban;

4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 Tentang
Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian
Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi.

Dari beberapa regulasi yang berkaitan dengan eksistensi terhadap saksi
dalam tindak pidana korupsi memunculkan strategi yang dilakukan oleh
pemerintah dalam melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan adanya
tindak pidana korupsi yakni salah satunya dengan menggunakan konsepsi
Saksi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower). Menurut Lilik Mulyadi dkk.,
dalam bukunya menjelaskan bahwa Saksi Pelapor Tindak Pidana
(Whistleblower) secara umum dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu sebagai

pelapor dan sebagai saksi.!®* Pertama, Saksi Pelapor Tindak Pidana

104 Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto dan Sudaryanto, Perlindungan Hukum Terhadap
Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime,
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(Whistleblower) yang hanya dikategorikan sebagai pelapor. Eksistensi dari
Undang — Undang Perlindungan Saksi dan Korban dikategorikan sebagai
pelapor adalah berdasarkan pada KUHAP. Dalam konteks ini dijelaskan

dengan berdasarkan pada Pasal 1 Angka 24 yang menegaskan bahwa :

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh
seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-
undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau
sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Maka dari Pasal tersebut dapat diketahui bahwa seseorang yang memberikan
atau menyampaikaan pemberitahuan dikarenakan adanya kewajiban yang
berlandaskan pada peraturan seperti halnya penjelasan pada peraturan diatas
dapat disebut sebagai pelapor. Selain itu, penjelasan terkait dengan pelapor
juga termaktub dalam Undang — Undang Perlindungan Saksi dan Korban pada
Pasal 1 Angka 4 yang menjelaskan bahwa Pelapor adalah orang yang memberi
laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak

pidana yang akan , sedang, atau telah terjadi.

Sebagai kelanjutan dari pengaturan tersebut, peran pelapor sebagai
bagian dari masyarakat turut diperkuat melalui pemberian hak dan tanggung
jawab yang diatur secara hukum, sehingga memungkinkan keterlibatan aktif
dalam sistem peradilan pidana. Peran serta masyarakat dalam upaya ini
diberdayakan dengan cara mendistribusikan hak dan tanggung jawab kepada

masyarakat untuk menjadi bagian aktif dalam sistem tersebut, yang mana telah

(Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2013),

70.
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diatur berdasarkan pada Pasal 41 Ayat (2) UU Tipikor yang menegaskan

bahwa:

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diwujudkan dalam bentuk:

a. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya
dugaan telah terjadi Tindak Pidana Korupsi;

b. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh
dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi Tindak
Pidana Korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara
Tindak Pidana Korupsi;

c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung
jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara Tindak
Pidana Korupsi;

d. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang
laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu
paling lama 30 (tiga puluh hari);

e. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal :

1) Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, b dan c;

2) Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan,
dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi,
atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang — undangan yang berlaku.

Maksud dari ketentuan ini adalah bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya
tugas pemerintah atau aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan
keterlibatan masyarakat secara langsung, yang dalam hal ini masyarakat
sebagai pelapor terhadap terjadinya Tindak Pidana Korupsi nantinya akan
diminta untuk hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan dan tahapan
pembuktian di sidang pengadilan. Hal ini merupakan salah satu bentuk
pengimplementasian yang dilakukan oleh pemerintah terhadap konsepsi Saksi
Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) salah satunya dalam upaya pencegahan
dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagai bentuk pengakuan atas

kontribusi masyarakat dalam mendukung penegakan hukum, pemerintah
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memberikan penghargaan. Penghargaan ini dapat berupa bentuk simbolis,
sertifikat, atau penghormatan lainnya, yang bertujuan untuk memberikan
motivasi lebih kepada masyarakat agar aktif terlibat.!®® Apresiasi tersebut juga
menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat
terhadap pemerintah, serta membangun budaya antikorupsi di lingkungan
sosial. Selain itu penghargaan ini mencerminkan bahwa partisipasi masyarakat
tidak hanya dihargai, tetapi juga dianggap sebagai elemen esensial dalam

sistem hukum yang lebih baik.

Kedua, Saksi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) yang
dikategorikan sebagai saksi pelapor. Eksistensi Saksi Pelapor pada hakikatnya
bermula dari 2 (dua) frasa yang digunakan, yakni berupa Saksi dan Pelapor.
Dalam sistem peradilan saksi merupakan alat bukti utama yang sah,
sebagaiamana telah diatur dan ditegaskan dalam Kitab Undang — Undang

Hukum Pidana (KUHAP) pada Pasal 1 Angka 26 yang menjelaskan bahwa:

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna
kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang
suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan
ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya
itu.

Kategori Saksi Pelapor memiliki kedudukan hukum yang berbeda jika
dibandingkan dengan saksi yang hanya menjalankan fungsi sebagai pemberi

keterangan tanpa turut serta melaporkan adanya Tindak Pidana. Dapat

105 Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto dan Sudaryanto, Perlindungan Hukum Terhadap

Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime,
(Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2013),

56.
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dimaksudkan bahwa perbedaan tersebut terletak ketika ditinjau berdasarkan
peran antara Saksi Pelapor Tindak Pidana (Whistelblower) yang dikategorikan
sebagai pelapor dengan Saksi Pelapor Tindak Pidana (Whistelblower) yang
dikategorikan hanya sebagai saksi. Kemudian dalam hal ini akan dijelaskan di

antaranya sebagai berikut 1% :

1) Saksi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) yang dikategorikan
sebagai pelapor.

Jika ditinjau berdasarkan peran, Saksi Pelapor Tindak Pidana
(Whistleblower) yang dalam kategori ini berstatus sebagai pelapor
merupakan individu yang secara aktif mengungkap Tindak Pidana
kepada Aparat Penegak Hukum (APH) atau Otoritas terkait. Saksi
dalam kategori ini seringkali memiliki informasi secara langsung
terkait dengan pelanggaran hukum dan memiliki inisiatif untuk
melaporkannya tanpa ada yang meminta. Dalam banyak kasus, saksi
dalam kategori ini berasal dari bagian dari Institusi atau organisasi
tempat Tindak Pidana terjadi, sehingga memiliki akses yang lebih
dekat terhadap bukti dan fakta yang mendukung dalam proses
pengungkapan kasus.

2) Saksi Pelapor Tindak Pidana (Whistelblower) yang dikategorikan

sebagai saksi.

196 [ ilik Mulyadi, Budi Suharyanto dan Sudaryanto, Perlindungan Hukum Terhadap
Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime,
(Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2013),
61.
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Saksi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) yang berperan
sebagai pemberi keterangan tanpa menjadi pihak secara aktif
melakukan pelaporan. Saksi dalam kategori ini berkontribusi pada saat
proses penyelidikan dan persidangan dengan memberikan informasi
yang dapat memperkuat bukti dan membantu hakim dalam menggali
fakta serta memahami kronologi suatu peristiwa hukum. Sebagai
bagian dari mekanisme pada tahapan pembuktian, kesaksian dari saksi
tersebut menjadi instrumen atau alat bukti yang sah dalam memastikan
bahwa keputusan hukum didasarkan pada data yang valid dan akurat.
Namun, berbeda dengan pelapor aktif yang secara langsung
mengungkap tindak pidana, saksi ini tidak selalu memiliki keterlibatan
langsung dengan peristiwa yang terjadi atau hubungan dengan pelaku
tindak pidana. Saksi ini hadir dalam proses hukum sebagai pihak yang
mengetahui bagian dari kejadian atau memiliki informasi yang relevan
untuk membantu dalam proses berlangsungnya persidangan.

Dengan demikian, dapat dimaksudkan bahwa berdasarkan dua
kategori Saksi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) terdapat
perbedaan utama yang terletak pada peran dan tingkat keterlibatan
pada proses hukum dalam mengungkap suatu kasus. Maksudnya disini
adalah saksi yang berperan sebagai pelapor cenderung memiliki
inisiatif untuk mengambil langkah lebih awal dengan menyampaikan
laporan kepada pihak yang berwenang untuk ditindak lebih lanjut

dalam memulai proses hukum. Sedangkan saksi yang hanya berperan
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sebagai saksi, cenderung hanya memberikan keterangan setelah kasus
atau Tindak Pidana tersebut berada dalam proses hukum.

Kemudian mengenai perlindungan hukum terhadap Saksi
Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) diatur dalam UU Perlindungan
Saksi dan Korban. Meskipun ketentuan ini secara eksplisit berfokus
pada saksi dan korban, pelapor juga termasuk dalam cakupan
perlindungan. Hal ini karena dalam banyak kasus, pelapor berperan
sebagai saksi yang memberikan informasi penting terkait tindak pidana
korupsi. Dengan demikian, pelapor berhak mendapatkan perlindungan
yang sama agar mereka dapat memberikan kesaksian tanpa rasa takut
atau tekanan dari pihak yang terlibat dalam korupsi. Perlindungan
terhadap saksi dan korban dalam ranah perkara pidana dijelaskan
dalam Pasal 10 Ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Saksi dan Korban
Nomor 13 Tahun 2006 yang menjelaskan bahwa :

(1) Saksi, Korban, dan pelapor tidak dapat dituntut
secara hukum baik pidana maupun perdata atas
laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah
diberikannya;

(2) Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus
yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan
pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat

dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan
pidana yang akan dijatuhkan.

Kemudian UU Perlindungan Saksi dan Korban mendapati
perubahan, yang mencakup penghapusan beberapa pasal,
penambahan ketentuan baru, atau modifikasi isi yang dianggap perlu

untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum, sosial, ekonomi,
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dan politik. Perubahan Pasal yang berkaitan dengan perlindungan
yang diberikan LPSK terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana
(Whistleblower) di antaranya dijelaskan dalam Pasal 10 dan UU
Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 31 Tahun 2014 yang

ditegaskan sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak
dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun
perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan,
sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian
atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad
baik.

(2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi,
Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas
kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau
telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib
ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan
kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan
memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dari pasal yang telah dijelaskan di atas, terdapat perubahan
dalam klausulnya, beranjak pada Pasal 10 Ayat (1) yang menjelaskan
terkait dengan perlindungan hukum bagi Saksi, Korban, Saksi Pelaku,
dan/atau Pelapor dalam suatu perkara agar mereka tidak dapat dituntut
secara pidana maupun perdata atas kesaksian atau laporan yang
mereka berikan. Ketentuan ini bertujuan untuk mendorong keberanian
dalam memberikan informasi penting terkait suatu tindak pidana
tanpa takut akan konsekuensi hukum yang merugikan mereka. Pada
Pasal 10 Ayat (1) terdapat frasa yang menyebutkan “memberikan

kesaksian tidak dengan iktikad baik”. Dalam frasa tersebut
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memberikan pengecualian yang menyatakan bahwa perlindungan
tersebut tidak berlaku apabila kesaksian atau laporan diberikan tanpa
iktikad baik. Dalam hal ini dapat dimaksudkan ketika seseorang
memberikan informasi yang mengandung kebohongan, fitnah, atau
pun dengan sengaja menyesatkan untuk tujuan merugikan pihak
tertentu, maka mereka tetap dapat di proses hukum. Proses hukum
terhadap mereka dapat dilakukan dalam bentuk tuntutan pidana
maupun perdata melihat pada jenis pelanggaran yang terjadi. Jika
laporan atau kesaksian terbukti sebagai tindakan pencemaran nama
baik, pemalsuan, atau penyebaran informasi palsu, mereka bisa
menghadapi saksi pidana disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
Sebaiknya jika laporan tersebut merugikan pihak lain secara material,
maka tuntutan perdata dapat diajukan sebagai rehabilitasi finansial
atau rehabilitasi berupa ganti rugi. Maka dari itu, kesaksian yang
diberikan oleh Saksi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) harus
dilandasi dengan iktikad baik yang berarti bahwa pelapor
menyampaikan informasi secara jujur, berdasarkan fakta, dan tanpa
tujuan merugikan pihak lain secara tidak sah. Iktikad baik dalam
konteks hukum mencerminkan niat yang tulus untuk membantu
penegakan hukum tanpa adanya unsur fitnah, manipulasi, atau

kepentingan pribadi yang tidak berdasar.!?’

17 Dwi Atmoko dan Noviriska, “ Kepastian Hukum dalam Transaksi Online: PeranAsas
Itikad Baik Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia,” Binamulia Hukum, Volume 13, Nomor 2,
(Desember 2024), 421-428.
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Kemudian pada Pasal 10 Ayat (2) juga mendapati perubahan
dalam klausulnya, yang mana dapat dijelaskan bahwa pada Pasal ini
menekankan atau menegaskan terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku,
dan/atau Pelapor jika menghadapi tuntutan hukum yang berkaitan
dengan kesaksian atau laporan yang mereka berikan, maka proses
hukum terhadap mereka harus ditunda sehingga kasus utama yang
dilaporkan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.
Dengan menjadikan putusan terhadap kasus utama sebagai tolok ukur,
sistem hukum dapat memastikan bahwa tuntutan terhadap saksi atau
pelapor tidak dilakukan secara prematur atau tanpa adanya dasar yang
jelas. Ketentuan ini memberikan tujuan untuk melindungi pihak yang
memberikan kesaksian atau laporan dari tekanan hukum sebelum
adanya kepastian mengenai perkara utama. Dengan demikian, mereka
dapat memberikan keterangan tanpa khawatir akan adanya tuntutan

balik yang dapat menghambat proses penyelidikan atau persidangan.

Selain diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, Saksi
Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) juga ditegaskan dalam Surat
Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 yang berfungsi sebagai
penegasan terhadap Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi
Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborators) di dalam Perkara
Tindak Pidana Tertentu. Konsepsi ini digunakan oleh pemerintah
dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi

termaktub dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun
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2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower)
dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborators) di dalam
Perkara Tindak Pidana Tertentu. SEMA ini dikeluarkan untuk
memperjelas perlakuan hukum terhadap individu yang berperan
dalam mengungkap kejahatan serius seperti korupsi, terorisme,
narkotika, pencucian uang, dan perdagangan orang. Meskipun UU
Perlindungan Saksi dan Korban sudah memberikan payung hukum
bagi saksi dan korban dalam suatu kasus, Surat Edaran Mahkamah
Agung No. 4 Tahun 2011 hadir untuk memperjelas penerapannya
dalam praktik hukum. SEMA ini memberikan arahan yang lebih detail
bagi aparat penegak hukum mengenai bagaimana mereka harus
menangani Saksi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi
Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborators).'®® Artinya, pelapor
dan saksi yang berperan dalam mengungkap suatu kejahatan terutama
dalam kasus korupsi dan kejahatan berat lainnya tidak hanya
mendapatkan perlindungan dasar dari UU LPSK, tetapi juga
perlakuan khusus berdasarkan pedoman yang diatur dalam SEMA

tersebut.

Akan tetapi pada hakikatnya Surat Edaran Mahkamah Agung
adalah peraturan kebijakan yang bersifat internal, yakni peraturan

kebijakan tersebut ditujukan kepada badan peradilan yang berada di

108 Bagus Diyan Pratama dan Budiarsih. “Analisis Kebijakan Kedudukan Justice Collaborator
Dan Whistleblower Dalam Tindak Pidana Korupsi,” Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of
Law and Social-Political Governance, Vol. 3 No. 1 (Januari - April 2023), 320-325.
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bawah naungan Mahkamah Agung untuk memberikan panduan serta
instruksi kepada seluruh elemen penyelenggara peradilan dalam
menjalankan tugasnya. Meskipun pada hakikatnya Surat Edaran
Mahkamah Agung bersifat internal dan hanya ditujukan kepada badan
peradilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung, Surat
Edaran Mahkamah Agung ini juga dapat dijadikan sebagai kebijakan

yang berimplikasi terhadap masyarakat yang berurusan dengan

9

pengadilan.'”  Kemudian perlindungan terhadap Saksi Pelapor

Tindak Pidana (Whistleblower) yang diatur dalam UU Perlindungan
Saksi dan Korban mendapatkan penegasan pada Angka 6 dalam Surat
Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan
Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang
Bekerjasama (Justice Collaborators) di dalam Perkara Tindak Pidana

Tertentu, terdapat frasa yang menyebutkan bahwa:

6. Perlindungan terhadap ' Pelapor Tindak Pidana
(WhistleBlower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama
(Justice Collaborator) memang telah diatur di dalam
Pasal 10 Undang - Undang No. 13 Tahun 2006
tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai
berikut:

(1) Saksi korban dan pelapor tidak dapat dituntut
secara hukum baik pidana maupun perdata atas
laporan, kesaksian yang akan, sedang atau yang
telah diberikannya.

2) Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus
yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan
pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan

109 Riki Yuniagara, “Penggunaan Sema Nomor 7 Tahun 2014 Dalam Penolakan Peninjauan
Kembali Kajian Putusan Nomor 144 Pk/Pid.Sus/2016”, Jurnal Yudisial, Vol. 13 No. 2 (Agustus
2020), 187 —206.
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meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat
dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan
pidana.

Akan tetapi disadari bahwa ketentuan tersebut di atas
masih perlu pedoman lebih lanjut di
dalam penerapannya.

Terdapat 2 (dua) poin penjelasan dari klausul yang telah dijelaskan di

atas, di antaranya :

1. Perlindungan dari Tuntutan Hukum

Pelapor dan saksi korban tidak dapat dituntut secara
pidana maupun perdata atas laporan atau kesaksian yang
mereka berikan. Aturan ini bertujuan untuk memastikan
bahwa seseorang yang memberikan informasi mengenai suatu
tindak pidana tidak mengalami konsekuensi hukum yang
dapat menghambat keberanian mereka untuk bersaksi atau
melaporkan kejahatan.

2. Ketentuan bagi Saksi Pelaku (Justice Collaborator)

Jika seseorang berstatus sebagai saksi tetapi juga
terbukti sebagai tersangka dalam kasus yang sama, mereka
tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana jika terbukti
bersalah. Namun, keterangannya sebagai saksi dapat menjadi
bahan pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan
hukuman yang lebih ringan. Ini memberikan peluang bagi

pelaku yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum
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dalam mengungkap kasus untuk mendapatkan perlakuan yang

lebih adil.

Selain itu dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04
Tahun 2011 terdapat frasa yang menyinggung terkait dengan Saksi

Pelapor Tindak Pidana yakni pada Angka 8 yang menegaskan bahwa

2. Pedoman -pedoman yang harus ditaati dalam penanganan
kasus yang melibatkan Pelapor Tindak Pidana
(Whistleblower) adalah sebagai berikut :

a. Yang Dbersangkutan merupakan pihak yang
mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu
sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini dan bukan
merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang
dilaporkannya;

b. Apabila Pelapor Tindak Pidana dilaporkan pula oleh
terlapor, maka penanganan perkara atas laporan yang
disampaikan  oleh  Pelapor Tindak Pidana
didahulukan dibanding laporan dari terlapor.

Dengan demikian bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung
Nomor 04 Tahun 2011, Saksi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower)
belum mendapatkan penjelasan secara spesifik dan menyeluruh
mengenai jenis perlindungan seperti apa yang diberikan. Selebihnya
dalam SEMA tersebut hanya menjelaskan terkait dengan pengaturan
mengenai bagaimana proses yang diberikan ketika terdapat Saksi
Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dilaporkan oleh terlapor,
maka dalam hal ini penanganan yang diberikan atas perkara tersebut

yakni dengan tetap mendahulukan laporan yang diberikan oleh Saksi
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Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) daripada laporan yang

diberikan oleh terlapor tersebut.

Eksistensi Saksi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower)
memang telah ditegaskan di beberapa regulasi yang secara
keseluruhan belum memberikan perlindungan yang maksimal.
Karena beberapa regulasi yang mengatur terkait dengan kedudukan
Saksi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) khususnya dalam tindak
pidana korupsi bentuk perlindungan yang diberikan umumnya hanya
mencakup fase proses hukum, yakni selama penyelidikan, penyidikan,
dan persidangan berlangsung. Setelah putusan pengadilan keluar,
status perlindungan cenderung melemah atau bahkan berakhir,
sementara ancaman nyata bisa tetap berlangsung bahkan meningkat.
Oleh karena itu, reformulasi terhadap kebijakan mengenai kedudukan
Saksi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) penting dilakukan
dengan mengoptimalkan perlindungan tidak hanya sampai pada tahap
persidangan saja akan tetapi juga memberikan perlindungan dengan
cakupan yang lebih luas seperti halnya perlindungan yang diberikan
pasca peradilan. Hal ini dikarenakan meskipun putusan sudah bersifat
inkracht (berkekuatan hukum tetap) dijatuhkan, perlindungan yang
diberikan biasanya berhenti, padahal pelapor masih bisa menghadapi
berbagai ancaman, seperti balas dendam dari pihak yang dirugikan

atau tekanan dari lingkungan sosial.



85

B. Reformulasi Kedudukan Saksi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower)

dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia Di Masa Akan Datang

1. Kedudukan Saksi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) perspektif

Hukum Islam

Tindakan yang dilakukan oleh Saksi Pelapor Tindak Pidana
(Whistleblower) terhadap peran serta dalam upaya pencegahan dan
pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi merupakan bentuk
pengimplementasian dari prinsip Hukum Islam. Yang mana kedudukan
Saksi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) memiliki relevansi dengan
prinsip-prinsip syariat, terutama dalam menegakkan keadilan dan
mencegah kejahatan. Salah satu prinsip yang mendasari tindakan pelaporan
adalah Amar Ma ruf Nahi Munkar, yang berarti kewajiban untuk mengajak
kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan.'' Konsep Amar
Makruf dan Nahi Munkar dalam hukum Islam mencerminkan prinsip dasar
dalam mengatur perilaku manusia agar selaras dengan nilai-nilai yang
dikehendaki oleh Allah. Amar Makruf berarti mendorong umat manusia
untuk melakukan tindakan yang baik dan benar sesuai dengan ajaran Islam,
sehingga dianggap sebagai bagian dari social engineering hukum dalam
filsafat hukum Barat.!!'! Artinya, hukum Islam berfungsi untuk membentuk

perilaku masyarakat agar sesuai dengan norma agama dan prinsip moral

110 Ali Akbar et al., “Kedudukan Saksi Ahli Menurut Perspektif Hukum Islam,” Innovative:
Journal Of Social Science Research, Volume 4 Nomor 1 (Tahun 2024), 2661-2673.
" Ahmad Junaidi, Filsafat Hukum Islam, (Jember: STAIN JEMBER PRESS, 2014), 46-49.
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yang lebih tinggi. Di sisi lain, Nahi Munkar berfungsi sebagai social
control, yakni mencegah tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam
dan dapat merusak tatanan sosial.!'? Prinsip ini berfungsi untuk menjaga
keseimbangan dalam masyarakat dengan membatasi perilaku yang dapat

menimbulkan kemudaratan.

Dalam konteks penegakan hukum, pelaporan Tindak Pidana bukan
hanya merupakan bentuk partisipasi dalam sistem peradilan, akan tetapi
juga menjadi bagian dari tanggung jawab moral dan sosial setiap individu
dalam menjaga kemaslahatan. Prinsip Amar Ma’ruf Nahi Munkar
menuntut setiap Muslim untuk tidak membiarkan kemungkaran terjadi
tanpa adanya tindakan yang tepat. Oleh karena itu, Saksi Pelapor Tindak
Pidana (Whistleblower) memiliki peran penting dalam upaya pencegahan
kejahatan dan penegakan hukum. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW.

dalam H.R. Shahih Muslim nomor 49 '3 :

]
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Dari Abu Sa’id al-Khudri Radhiyallahu anhu, ia berkata, “Aku
pernah mendengar Ras(lulldh Shallallahu ‘alaihi wa sallam
bersabda, ‘Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran,
maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya
(kekuasaannya); jika ia tidak mampu, maka dengan lidahnya
(menasihatinya); dan jika ia tidak mampu juga, maka dengan

12 Ahmad Junaidi, Filsafat Hukum Islam, 49.
113 Ensiklopedia Hadist — Kitab 9 Imam, “Hadist tentang Penjelasan Amar Ma ruf Nahi
Munkar,” diakses pada tanggal 06 Maret 2025 pukul 11.11 WIB. https://hadits.in/muslim/70
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hatinya (merasa tidak senang dan tidak setuju), dan demikian itu
adalah selemah-lemah iman.’

Melaporkan suatu Tindak Pidana terutama ketika terjadi Tindak
Pidana Korupsi yang dapat merugikan negara dan masyarakat, merupakan
bagian ikhtiar dalam mewujudkan masyarakat yang bersih dari praktik-
praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Sikap proaktif dalam

pelaporan ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur’an surah Ali

Imran ayat 104 :

°

Kl o 3 Syprall o5 s ) gl Bl 18 85

Yang artinya :

Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang
merayu kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf,
mencegah dari yang munkar. Mereka itulah orang-orang
yang beruntung.

Yang menegaskan terkait pentingnya menyeru kepada kebaikan dan

mencegah terhadap perbuatan yang munkar.

Selain itu, Hukum Islam juga mengatur perlindungan terhadap
individu yang berperan dalam menegakkan hukum, sebagaimana yang
telah diatur dalam kaidah adh-dhararu yuzalu yang berarti bahwa segala

bentuk kemudaratan harus dihilangkan.!'* Kaidah ini menegaskan bahwa

114 Ali Akbar et al., “Kedudukan Saksi Ahli Menurut Perspektif Hukum Islam,” Innovative:
Journal Of Social Science Research, Volume 4 Nomor 1 (Tahun 2024), 2661-2673.
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kemudaratan yang diakibatkan oleh Tindak Pidana Korupsi atau bentuk
dari kejahatan yang lain harus dihapuskan melalui mekanisme hukum yang
adil, dan kontribusi yang diberikan oleh Saksi Pelapor Tindak Pidana
dalam proses yang dilakukan sebagai upaya pencegahan akan adanya suatu
Tindak Pidana. Selain kaidah adh-dhararu yuzalu, Hukum Islam juga
mengacu pada prinsip al-maslahah muqaddamah ‘ala al mafsadah, yang
bermakna bahwa kemaslahatan harus lebih diutamakan daripada
kemudaratan. Dalam konteks Tindak Pidana Korupsi, meskipun Saksi
Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) harus menghadapi risiko tertentu,
manfaat yang diberikan atau yang dihasilkan dari pengungkapan kejahatan
tersebut jauh lebih besar, terlebih dalam menjaga stabilitas ekonomi, sosial
dan pemerintah yang bersih dari praktik tindak pidana korupsi. Oleh sebab
itu, keberadaan regulasi yang memberikan perlindungan kepada Saksi
Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) merupakan bentuk implementasi
dari prinsip al-maslahah muqaddamah ‘ala al mafsadah dalam Hukum
Islam. Kaidah al-hifz al-nafs wa al-mal juga menjadi landasan Hukum
Islam yang relevan dalam konteks ini, dikarenakan kaidah ini menegaskan
bahwa syariat Islam memiliki tujuan utama untuk melindungi jiwa dan

harta masyarakat.

Tindak pidana korupsi sebagai salah satu bentuk kejahatan
ekonomi yang berpotensi merusak kesejahteraan masyarakat dan
mengancam kelangsungan kehidupan yang adil dan sejahtera. Oleh karena

itu, pelaporan yang dilakukan oleh Saksi Pelapor Tindak Pidana
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(Whistleblower) merupakan bagian dari upaya melindungi harta negara
dan masyarakat dari eksploitasi yang tidak benar. Hal tersebut selaras
dengan pernyataan Gustav Radbruch yang dipaparkan oleh Dino Rizka
Afdhali dalam jurnalnya yang menyatakan bahwa ruh atau tujuan hukum
yang paling utama adalah demi mencapai keadilan. ''> Keadilan harus
menempati posisi yang lebih utama dibandingkan dengan kepastian
hukum dan kemanfaatan sebab ketika keadilan sudah tercapai maka secara

otomatis kepastian hukum dan kemanfaatan akan terpenuhi.

Sifat adil menjadi syarat utama bagi seorang saksi agar
kesaksiannya dapat diterima dalam suatu perkara hukum, karena kejujuran
dan integritasnya menentukan validitas kesaksian yang diberikan. Hal ini

diperkuat dengan firman Allah SWT, Q.S At- Talaq ayat 2 :

~

5h Lo B 0wl ;,}’w S o U 0t %1a
%ﬁé/ a3l 1easslg Vg‘f ‘_QJ& (53> \j.x.g,;\ yys

Yang artinya :

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang
adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan
kesaksian itu karena Allah.

Adapun seseorang yang memenubhi kriteria adil harus memenuhi sejumlah

persyaratan berikut:

a) Beragama islam;

115 Dino Rizka Afdhali dan Tufiqurrahman Syahuri, “Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau Dari

Perspektif Teori Tujuan Hukum,” Collegium Studiosum Journal, Vol. 6 No. 2, (Desember 2023),

560.
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b) Merdeka atau berstatus sebagai individu yang bebas, tidak dalam
kondisi perbudakan;

c) Mampu berbicara dengan jelas dan dapat menyampaikan
kesaksian secara akurat;

d) Tidak memiliki permusuhan atau konflik kepentingan dengan
terdakwa;

e) Dhabit atau memiliki daya ingat yang baik dan mampu
menyampaikan kesaksiannya dengan tepat;

f) Tidak termasuk golongan orang fasik, berkhianat sehingga

kesakisanya dapat dipercaya.

2. Reformulasi Kedudukan Saksi Pelapor Tindak Pidana
(Whistleblower) dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia Di

Masa Akan Datang

Perlindungan hukum menurut pandangan Satjipto Raharjo yang
dikutip oleh Dwi Oktafia Ariyanti dan Muhammad Ramadhan dalam
jurnalnya mengungkapkan bahwa bentuk pengayoman yang diberikan
kepada masyarakat, khususnya terhadap hak asasi manusia (HAM) yang
dirugikan oleh pihak lain bertujuan agar setiap individu dapat menikmati
semua hak yang telah diatur dan diberikan oleh hukum.!'® Dalam konteks

hukum, perlindungan ini tidak hanya sekadar berfungsi sebagai

16 Dwi Oktafia Ariyanti dan Muhammad Ramadhan, “Urgensi Konsep Pembaruan
Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Tinda Pidana Korupsi Di Indonesia, ”” Jurnal Hukum
Tus Quia Iustum No. 3 Vol. 30 September 2023, 594.
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mekanisme adaptif atau responsif terhadap pelanggaran hukum yang
sudah terjadi, tetapi juga bersifat prediktif dan mengantisipasi potensi
pelanggaran yang dapat terjadi di masa depan. Hukum memiliki fungsi
yang sangat penting dalam melindungi kelompok masyarakat yang lemah
atau rentan, baik secara sosial, ekonomi, maupun politik. Individu-
individu dari kelompok ini sering kali kesulitan untuk memperjuangkan
hak-haknya, sehingga hukum hadir untuk memberikan keadilan sosial
serta memastikan perlakuan yang adil bagi setiap orang tanpa diskriminasi.
Melalui perlindungan hukum, masyarakat dapat merasa aman dan
terlindungi dalam menjalankan aktivitasnya. Perlindungan hukum ini

dapat dijelaskan dalam 2 (dua) aspek utama''’ :

1. Preventif: Berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran
terhadap hak masyarakat melalui regulasi yang jelas, tegas, dan

terstruktur.

2. Represif: Merupakan tindakan hukum yang dilakukan untuk
memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar, guna menjaga

keadilan bagi korban.

Secara umum, dapat dijelaskan bahwa perlindungan hukum
mencerminkan tujuan utama dari hukum itu sendiri, yaitu menciptakan

keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

7 Tim Hukum Online, “Perbedaan Upaya Preventif dan Represif serta Contohnya,”
dipublikasi pada tanggal 28 Maret 2024, diakses pada tanggal 19 Mei 2025 pada pukul 10.18 WIB,
https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-1t63e0813b74769/?page=all
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Merujuk pada Pasal 33 United Nations Convention Against

Corruption (UNCAC), yang menegaskan bahwa !'%:

Each State Party shall consider incorporating into its
domestic legal system appropriate measures to provide
protection against any unjustified treatment for any
person who reports in good faith and on reasonable
grounds to the competent authorities any facts concerning
offences established in accordance with this Convention.
(Setiap Negara Pihak harus mempertimbangkan untuk
mengadopsi langkah-langkah yang sesuai ke dalam sistem
hukum domestiknya guna memberikan perlindungan
terhadap perlakuan yang tidak adil kepada siapa pun yang
dengan itikad baik dan berdasarkan alasan yang wajar
melaporkan kepada otoritas yang berwenang segala fakta
terkait tindak pidana yang ditetapkan sesuai dengan
Konvensi ini).

Pasal ini menegaskan bahwa setiap negara harus mempertimbangkan
langkah-langkah yang sesuai dengan sistem hukum domestiknya untuk
memberikan perlindungan terhadap perlakuan yang tidak adil bagi siapa
pun yang melaporkan dengan iktikad baik dan berdasarkan alasan yang
masuk akal terhadap fakta-fakta yang terkait pada Tindak Pidana yang
diatur dalam konvensi ini. Klausul tentang perlindungan bagi Saksi
Pelapor Tindak Pidana atau (Whistleblower) seharusnya diintegrasikan
dalam Undang - Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Pandangan ini
sejalan dengan pendapat para pakar seperti Saldi Isra dan Ahmad Yani
yang dikutip oleh Zulkifli Ismail dalam bukunya, yang menilai bahwa

hingga saat ini Indonesia belum memiliki landasan hukum yang jelas

18 7Zulkifli Ismail, Perlindungan Hukum 2 Bagi Whistleblower dalam Perkara Pidana
(Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Group, 2024), 39.
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mengenai  perlindungan  Saksi Pelapor Tindak Pidana atau
(Whistleblower).''® Saksi Pelapor Tindak Pidana atau (Whistleblower)
seharusnya tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata atas
informasi yang mereka sampaikan kepada penegak hukum, kecuali jika

laporan tersebut dibuat tanpa niat baik atau bertujuan untuk mencelakai.

Adapun status hukum Saksi Pelapor Tindak Pidana
(Whistleblower) yang dilaporkan balik hingga menjadi tersangka
sebernanya telah mendapatkan perlindungan berdasarkan pada Pasal 10
UU Perlindungan Saksi dan Korban. Ketentuan tersebut secara tegas
menyatakan bahwa Pelapor tidak dapat dikenakan tuntutan hukum, baik
dalam ranah pidana maupun perdata, atas laporan serta kesaksian yang
diberikan. Namun dalam implementasinya perlindungan hukum bagi Saksi
Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) masih menghadapi berbagai
tantangan. Yang mana ketiadaan mekanisme yang secara efektif
menyebabkan regulasi yang telah ditetapkan tidak sepenuhmya diterapkan
dengan optimal. Akibatnya masih banyak Saksi Pelapor Tindak Pidana
(Whistleblower) justru mengalami kriminalisasi yang mungkin berasal
dari pihak yang merasa dirugikan, di mana laporan yang seharusnya
melindungi kepentingan hukum malah berbalik menjadi dasar penetapan
status tersangka bagi pelapor itu sendiri. Dampak nyata dari lemahnya
perlindungan ini dapat dilihat dari berbagai kasus yang menunjukkan

bahwa seorang pelapor justru dijadikan sebagai tersangka baru, baik atas

19 Zulkifli Ismail. Perlindungan Hukum 2 Bagi Whistleblower dalam Perkara Pidana, 39-40.
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dasar tuduhan pencemaran nama baik, pengkhianatan terhadap
perusahaan, maupun dugaan keterlibatan dalam peristiwa yang

dilaporkannya, adapun 2 dari beberapa kasus tersebut antara lain:

1. Kasus yang menimpa Nurhayati mencerminkan permasalahan
serius dalam sistem perlindungan bagi Saksi Pelapor Tindak
Pidana (Whistleblower), khususnya dalam perkara tindak
pidana korupsi. Nurhayati, yang dalam kapasitasnya sebagai
bendahara desa, memiliki kewajiban administratif terkait
pengelolaan dana desa. Ketika menemukan dugaan
penyimpangan dalam pengelolaan anggaran yang dilakukan
oleh pejabat desa yang berada di atasnya, ia mengambil
langkah hukum dengan melaporkan dugaan korupsi tersebut
secara tertulis kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa
(BPD). Namun, alih-alih mendapatkan perlindungan hukum
sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban,
Nurhayati justru ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik
Polres Cirebon. Status tersangka ini menunjukkan adanya
potensi kriminalisasi terhadap pelapor, yang bertentangan
dengan prinsip perlindungan hukum bagi Saksi Pelapor Tindak

Pidana (Whistleblower).'*°

120 Integrity. “Ketika Whistleblower justru menjadi tersangka, sebuah Pelajaran dari kasus
Nurhayati di Indonesia.” Artikel ini diakses pada Senin, 05 Mei 2025, pukul 00.17 WIB
https://www.integrity-indonesia.com/id/blog/ketika-whistleblower-justru-menjadi-tersangka-
sebuah-pelajaran-dari-kasus-nurhayati-di-indonesia/



https://www.integrity-indonesia.com/id/blog/ketika-whistleblower-justru-menjadi-tersangka-sebuah-pelajaran-dari-kasus-nurhayati-di-indonesia/
https://www.integrity-indonesia.com/id/blog/ketika-whistleblower-justru-menjadi-tersangka-sebuah-pelajaran-dari-kasus-nurhayati-di-indonesia/
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2. Meskipun tidak sampai menghadapi status tersangka, seorang
mahasiswa  Universitas Negeri Semarang mengalami
konsekuensi serius akibat tindakannya melaporkan dugaan
korupsi yang dilakukan oleh rektor universitasnya kepada
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagai dampak dari
laporan tersebut, mahasiswa tersebut dikenai sanksi berupa
larangan mengikuti perkuliahan selama enam bulan, yang
secara langsung mempengaruhi haknya atas pendidikan. Kasus
ini menunjukkan adanya potensi pembalasan terhadap Saksi
Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) khususnya dalam
lingkungan akademik, di mana individu yang berupaya
mengungkap praktik korupsi justru menghadapi tekanan

institusional.'?!

Perlindungan = hukum bagi  Saksi . Pelapor Tindak Pidana
(Whistleblower) idealnya harus mencakup seluruh tahapan dalam proses
peradilan pidana, dimulai dari tahapan pelaporan, penyelidikan,
penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan.'** Pada setiap
tahapan tersebut, Saksi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) patutnya

mendapatkan jaminan keamanan, baik secara fisik maupun mental,

121 Kompas.com. “Diskors 6 Bulan Usai Laporkan Rektor, Saya di Jalan yang Benar.” oleh
Riska Faradonalia dan Khairina. Artikel ini diakses pada hari Senin, 05 Mei 2025 pukul 00.36 WIB
https://regional.kompas.com/read/2020/11/17/21590781/diskors-6-bulan-usai-laporkan-rektor-ke-
kpk-mahasiswa-unnes-saya-di-jalan?page=all

122 Dwi Oktafia Ariyanti dan Muhammad Ramadhan, “Urgensi Konsep Pembaruan
Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Tinda Pidana Korupsi di Indonesia, ” Jurnal Hukum
Ius Quia Iustum No. 3 Vol. 30, (September 2023),594 — 600.



https://regional.kompas.com/read/2020/11/17/21590781/diskors-6-bulan-usai-laporkan-rektor-ke-kpk-mahasiswa-unnes-saya-di-jalan?page=all
https://regional.kompas.com/read/2020/11/17/21590781/diskors-6-bulan-usai-laporkan-rektor-ke-kpk-mahasiswa-unnes-saya-di-jalan?page=all
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sehingga mereka dapat memberikan informasi atau kesaksian tanpa rasa
takut akan ancaman atau pembalasan dari pihak yang terlibat dalam tindak
pidana yang dilakukan. Selain itu, dalam konteks hukum perlindungan
terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) tidak hanya
berhenti pada tahapan proses peradilan saja, akan tetapi harus berlanjut
hingga perkara hukum dinyatakan selesai. Hal ini disebabkan karena
dalam beberapa kasus tindak pidana tertentu, seperti pada kasus tindak
pidana korupsi atau kejahatan yang bersifat terorganisir lainnya, ancaman,
intimidasi dan tindakan balas dendam terhadap Saksi Pelapor Tindak
Pidana (Whistleblower) dapat terus berlanjut meskipun proses hukum
sudah sepenuhnya selesai. Oleh karena itu, perlindungan pasca peradilan
memiliki peran penting dengan tujuan untuk memastikan bahwa
keselamatan dan keamanan Saksi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower)

diperoleh secara berkelanjutan.

Adapun reformulasi yang perlu dilakukan mengenai bentuk
perlindungan pasca peradilan terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana
(Whistleblower) guna memperoleh keselamatan dan keamanan secara

berkelanjutan diantaranya :

1) Perluasan masa perlindungan hingga pasca persidangan. Ini
dimaksudkan bahwa perlindungan hukum tetap diberikan

meskipun putusan pengadilan sudah inkracht.
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2) Pemantauan risiko terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana
(Whistleblower) dalam jangka panjang, minimal hingga
kondisi mereka aman secara objektif.

3) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau
lembaga khusus diberikan mandat untuk menyediakan layanan
psikologis, konseling, dan pendampingan mental terhadap
Saksi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan keluarganya.

4) Ditetapkannya standar layanan pemulihan secara nasional
dalam bentuk regulasi teknis. Maksudnya di sini ialah
pemerintah perlu menyusun dan menetapkan pedoman resmi
(standar nasional) mengenai bagaimana bentuk layanan
pemulihan yang seharusnya diberikan kepada Saksi Pelapor
Tindak Pidana (Whistleblower) yang mengalami dampak
negatif baik fisik, mental, maupun sosial yang diakibatkan dari
perannya sebagai  Saksi  Pelapor Tindak  Pidana
(Whistleblower).

5) Perlindungan terhadap hak ekonomi dan pekerjaan sehingga
menjamin keamanan kerja dan kebutuhan ekonomi pelapor.
Perlindungan yang dimaksudkan di sini di antaranya :

a) Pelapor yang kehilangan pekerjaan karena pelaporannya harus
diberikan kompensasi negara atau jaminan pengalihan kerja yang

layak;
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b) Negara atau lembaga terkait menyediakan program bantuan ekonomi
sementara atau pelatihan kerja ulang bagi pelapor.

6) Perlindungan Terhadap Keluarga Saksi Pelapor Tindak Pidana
(Whistleblower) dari ancaman lanjutan. Perlindungan yang
dimaksud ialah:

a) Perlindungan diperluas secara eksplisit kepada pasangan, anak, dan
keluarga inti pelapor;
b) Opsi relokasi, perubahan identitas, atau pengamanan sementara harus

tersedia bila situasi dianggap berisiko.

Demi mewujudkan perlindungan hukum berlanjut tersebut, maka
reformulasi hukum yang akan digunakan di Indonesia pada masa yang
akan datang patutnya berorientasi pada dua model perlindungan yang akan

di jelaskan secara ringkas dalam tabel berikut ini'*’ :

Tabel 4. 2
No. Model Penjelasan Kelebihan Kekurangan
Perlindungan
1. | The Service | Perlindungan ini | 1) Dapat digunakan sebagai |1) Kewajiban
Model  (Model | menekankan pada sarana pengembalian aparat penegak
Pelayanan pemulihan  kerugian (Integrity of the system of hukum  polisi,
bagi korban kejahatan institutionalized  trust jaksa, dan
melalui  mekanisme dalam perspektif pengadilan
kompensasi, restitusi, komunal. Dengan kata untuk
serta upaya pemulihan lain, saksi atau korban memberikan
kondisi psikologis (saksi  korban/pelapor) layanan tertentu
korban yang akan merasa dijamin kepada saksi dan

123 Zulkifli Ismail, Perlindungan Hukum 2 Bagi Whistleblower dalam Perkara Pidana
(Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Group, 2024), 41-44.
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mengalami  trauma, kembali kepentingannya korban  sering
ketakutan, dan dalam suasana tertib, kali  dianggap
tekanan akibat tindak terkendali, dan saling membebani,
pidana yang terjadi. percaya. karena
Dengan adanya | 2) Efisiensi biaya, karena keterbatasan
standar baku dalam model perlindungan ini sarana dan
pembinaan  korban, dianggap mampu meng- prasarana yang
aparat penegak hukum hemat biaya sebab tersedia.
seperti kepolisian dan dengan bantuan |2) Efisiensi kerja
kejaksaan dapat pedoman yang baku, juga dapat
bertindak lebih peradilan pidana dapat terganggu,
responsif dalam mempertimbangkan mengingat tugas
memberikan kerugian yang diderita profesional
perlindungan serta saksi dan/ atau korban mereka  tidak
memastikan hak-hak untuk menentukan selalu dapat
korban tetap terjaga kompensasi bagi korban. diselaraskan
sepanjang proses dengan  aspek
hukum. Selain itu, administratif
pemberian dalam
kompensasi  sebagai perlindungan
bagian dari sanksi korban. Model
pidana yang bersifat ini menetapkan
restitutif ~ bertujuan standar  baku
untuk mengembalikan terkait
kondisi korban dan pelayanan bagi
menciptakan saksi dan
keseimbangan korban, seperti
keadilan, sedangkan pendampingan,
pernyataan saksi bantuan medis,
korban sebelum pemberian
putusan - dijatuhkan kompensasi,
menjadi faktor penting ganti rugi, serta
dalam restitusi.
memperhitungkan
dampak  psikologis
serta kerugian yang
dialami korban.

Procedural Right | Model hak-hak | 1) Mampu memberikan | 1) Potensi

Model  (Model | prosedural memberi kepuasan emosional bagi timbulnya

Hak —  Hak | kesempatan  kepada korban dan masyarakat benturan antara

Prosedural) saksi dan/atau korban sebagai bentuk keadilan kepentingan
untuk ikut aktif dalam atas penderitaan yang individu  dan
proses hukum, seperti dialami; kepentingan
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mengajukan tuntutan,
hadir di persidangan,
dan membantu jaksa.

Pendekatan ini
mengakui korban
sebagai pihak yang

punya hak hukum,
bukan hanya
penonton. Tujuannya
untuk memberi
keadilan yang lebih
seimbang,

menguatkan  mental
korban, serta
mencegah keputusan
hukum yang
merugikan  mereka,
misalnya jika pelaku
dihukum terlalu
ringan. Selain 1itu,
model ini membantu
korban mendapat
informasi yang cukup
dalam proses hukum

yang sering
didominasi oleh
terdakwa dan
pengacaranya.

2)

3)

4)

Partisipasi aktif saksi
dan/atau korban dalam

proses hukum dapat
membantu mereka
membangun  kembali
kepercayaan diri dan
memulihkan rasa
penghargaan  terhadap
diri sendiri yang

mungkin sempat hilang
akibat tindak kejahatan
yang dialami;

Hak-hak yang dimiliki
oleh saksi korban untuk
turut serta secara aktif
dalam proses peradilan

berfungsi sebagai
penyeimbang atas
kemungkinan
penyalahgunaan

kewenangan oleh aparat
penegak hukum, seperti

membuat tuntutan
pidana yang terlalu
ringan atau
menghentikan kasus

demi alasan kepentingan
umum;

Pemberian  hak  ini
diyakini mampu
memperlancar

penyampaian informasi
yang lebih baik dan
relevan  kepada saksi
dan/ atau korban (saksi
korban/pelapor).

2)

publik, karena
partisipasi aktif
saksi atau
korban bisa
membuat
kepentingan
pribadi  lebih
menonjol.
Selain
keterlibatan
mereka  juga
bisa menambah
beban  sistem
peradilan yang
seharusnya
dibuat lebih
sederhana.
potensi

itu,

timbulnya
tekanan mental
terhadap saksi
dan/atau korban
akibat
keterlibatan
aktif  mereka
dalam  proses
peradilan.
Partisipasi
tersebut  dapat
membuat
mereka kembali
mengalami
trauma atau
menjadi korban
untuk  kedua

kalinya
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(secondary

victimization).

Procedural Right Model menjadi model perlindungan paling relevan
jika diterapkan guna memberikan perlindungan terhadap Saksi Pelapor
Tindak Pidana (Whistleblower). Karena model ini bukan hanya
memberikan bantuan setelah Saksi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower)
mengalami kerugian (seperti bantuan medis atau kompensasi), tapi secara
aktif menjamin bahwa mereka diikutsertakan dalam proses hukum.
Mereka berhak tahu perkembangan kasus, memberikan masukan,
menghadiri proses persidangan, dan memastikan bahwa suara mereka
didengar. Ini sangat penting karena laporan yang mereka sampaikan
seringkali menyangkut kejahatan yang besar, terstruktur, dan tersembunyi.
Tanpa perlindungan dan pelibatan yang nyata, informasi penting itu bisa
tenggelam atau dimanipulasi di tengah tekanan politik dan birokrasi.
Terdapat beberapa penekanan yang diberikan dalam model ini di antaranya

adalah :

1) Mereka sering menghadapi ancaman, intimidasi, atau pembalasan
dari pihak yang dilaporkan. Jadi mereka perlu perlindungan
hukum yang kuat dan jelas.

2) Dengan diberikan hak untuk mengetahui perkembangan kasus,
memberikan keterangan yang dihargai, dan ikut dalam proses
persidangan, pelapor merasa dihormati dan dilindungi secara

hukum.
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3) Model ini juga membantu menjaga transparansi dan kontrol
terhadap kemungkinan penyalahgunaan kewenangan, seperti jika
aparat menurunkan tuntutan atau menghentikan kasus secara

sepihak.

Namun, keterlibatan dalam proses hukum tidak boleh membuat Saksi
Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) menderita kembali. Oleh karena
itu, prosedur yang aman harus diatur: misalnya ruang sidang tertutup,
penyamaran identitas, pendampingan psikologis, dan perlindungan dari
kemungkinan intimidasi. Di sinilah desain hukum yang berpihak dan

berempati menjadi sangat penting.

Sebaliknya, Service Model lebih cocok untuk korban langsung
tindak pidana yang mengalami kerugian fisik atau emosional seperti
korban kekerasan atau pelecehan. Sementara Saksi Pelapor Tindak Pidana
(Whistleblower) seringkali menghadapi ancaman yang bersifat sosial,
reputasi, atau tekanan dari sistem itu sendiri. Maka, pendekatan berbasis
kompensasi saja tak cukup menjawab kompleksitas yang mereka hadapi.
Akhirnya, Procedural Right Model bukan hanya soal perlindungan, tetapi
tentang membangun sebuah sistem hukum yang percaya pada kebenaran,
menghormati keberanian, dan berpihak pada mereka yang memilih untuk
bersuara meskipun risikonya besar. Oleh karena itu, perlindungan pasca
peradilan memiliki peran penting dengan tujuan untuk memastikan bahwa

keselamatan dan keamanan Saksi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower)
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diperoleh secara berkelanjutan. Sehingga kedudukan Saksi Pelapor Tindak
Pidana (Whistleblower) dalam mengungkap adanya tindak pidana tertentu
atau Organized crime terlebih dalam upaya pemberantasan tindak pidana
korupsi dapat terlindungi secara optimal jika tahapan reformulasi yang
dilakukan terhadap regulasi khusus yang berkaitkan dengan Saksi Pelapor
Tindak Pidana (Whistleblower) berorientasi terhadap model perlindungan
yang telah disebutkan diatas. Pun juga bisa dengan mengkolaborasikan
model perlindungan tersebut dengan aturan yang relevan dan sejalan demi
terciptanya keadilan dan keamanan bagi Saksi Pelapor Tindak Pidana

(Whistleblower).



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat dinyatakan bahwa:

1.

Kedudukan Saksi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) memang telah
ditegaskan di beberapa regulasi seperti dalam Pasal 10 UU Perlindungan
Saksi dan Korban Nomor 31 Tahun 2014 jo Angka 6 Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011. Akan tetapi perlindungan
yang ditegaskan dalam peraturan tersebut belum secara keseluruhan
memberikan perlindungan yang maksimal. Karena beberapa regulasi
yang mengatur terkait dengan kedudukan Saksi Pelapor Tindak Pidana
(Whistleblower) khususnya dalam tindak pidana korupsi bentuk
perlindungan yang diberikan umumnya hanya mencakup fase proses
hukum, yakni selama penyelidikan, penyidikan, dan persidangan
berlangsung. Oleh karena itu, reformulasi terhadap kebijakan mengenai
kedudukan Saksi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) penting
dilakukan dengan mengoptimalkan perlindungan tidak hanya sampai
pada tahap persidangan saja akan tetapi juga memberikan perlindungan
dengan cakupan yang lebih luas seperti halnya perlindungan yang
diberikan pasca peradilan. Hal ini dikarenakan meskipun putusan sudah
bersifat inkracht (berkekuatan hukum tetap) dijatuhkan, perlindungan

yang diberikan biasanya berhenti, padahal pelapor masih bisa
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menghadapi berbagai ancaman, seperti balas dendam dari pihak yang

dirugikan atau tekanan dari lingkungan sosial.

. Reformulasi kedudukan Saksi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower)

dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia di masa akan datang

yakni dengan memberikan perlindungan pasca peradilan dengan

memastikan bahwa keselamatan dan keamanan Saksi Pelapor Tindak

Pidana (Whistleblower) diperoleh secara berkelanjutan. Adapun

reformulasi yang perlu dilakukan mengenai bentuk perlindungan pasca

peradilan terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower)

diantaranya :

1)

2)

3)

4)

5)

Perluasan masa perlindungan hingga pasca persidangan. Ini
dimaksudkan bahwa perlindungan hukum tetap diberikan
meskipun putusan pengadilan sudah inkracht.

Pemantauan risiko terhadap whistleblower dalam jangka panjang,
minimal hingga kondisi mereka aman secara objektif.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga
khusus diberikan mandat untuk menyediakan layanan psikologis,
konseling, dan pendampingan mental terhadap Saksi Pelapor
Tindak Pidana (Whistleblower) dan keluarganya.

Ditetapkannya standar layanan pemulihan secara nasional dalam
bentuk regulasi teknis.

Perlindungan terhadap hak ekonomi dan pekerjaan sehingga

menjamin keamanan kerja dan kebutuhan ekonomi pelapor.
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6) Perlindungan Terhadap Keluarga Saksi Pelapor Tindak Pidana

(Whistleblower) dari ancaman lanjutan.

Demi mewujudkan perlindungan hukum berlanjut tersebut, maka
reformulasi hukum yang akan digunakan di Indonesia pada masa yang
akan datang patutnya berorientasi pada Procedural Right Model yang
mana model perlindungan tersebut paling relevan jika diterapkan guna
memberikan perlindungan terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana

(Whistleblower).

B. Saran

Berdasarkan temuan yang telah diuraikan, dapat diberikan pertimbangan yang

berupa saran di antaranya sebagai berikut :

1. Perlindungan terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower)
seharusnya tidak berhenti ketika proses pengadilan selesai. Negara perlu
menjamin keberlanjutan perlindungan hingga pelapor benar-benar aman
secara objektif, baik dari segi fisik, psikologis, maupun sosial. Untuk itu,
penting dilakukan:

a) Perluasan masa perlindungan secara hukum meskipun perkara telah
inkracht.
b) Penjaminan perlindungan atas keamanan diri, keluarga, pekerjaan,

dan reputasi pelapor dalam jangka waktu yang relevan.
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c) Pemberian layanan konseling, pengawasan risiko, dan pemulihan
secara profesional oleh lembaga resmi (misalnya LPSK) yang
diperkuat secara kelembagaan dan anggaran.

2. Dengan adanya reformulasi terhadap kedudukan Saksi Pelapor Tindak
Pidana (Whistleblower) maka dalam perubahannya Procedural Right Model
perlu diadopsi sebagai pendekatan utama, karena lebih relevan untuk
menjamin posisi pelapor sebagai pihak yang terlibat langsung dalam upaya
penegakan hukum. Hal ini mencakup:

a) Pengakuan hukum atas hak partisipatif Saksi Pelapor Tindak
Pidana (Whistleblower) dalam proses hukum (akses informasi,
hadir di sidang, mengajukan keberatan);

b) Penyusunan regulasi teknis yang menjamin hak tersebut
dijalankan secara efektif dan aman;

¢) Penetapan standar perlindungan prosedural secara nasional yang
mengatur hak, kewajiban, serta sanksi terhadap pihak yang

menghambat atau membahayakan pelapor.
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